SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja  Perangkat
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan
Inovasi Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Indonesia  Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

w

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.



12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
PD, serta pagu anggaran sementara yang
didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan PPAS APBD.

13. Tuyjuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah  rumusan  kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2
Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.

Pasal 3
Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sekurang-kurangnya memuat;
a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
Penutup; dan
lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

mo oo



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari

Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan

digunakan PD untuk melaksanakan Rencana

Kerja PD;

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu
dan capaian kinerja pelayanan PD;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas antara Renja PD dengan dokumen
RKPD dan Renstra PD;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan
pagu dan indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan

Pasal 5
Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar
penyusunan RKA PD.
Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang
mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-
2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang
tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a.

Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD
sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;

Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi
dengan berita acara atau risalah rapat antara PD
dengan DPRD; dan



d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana  dimaksud pada  huruf ¢
dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan
Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi
kinerja dan anggaran secara berkala atas
pelaksanaan Renja PD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.

(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi

kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun Dberikutnya dan/ atau
perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil
Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.



(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitan dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD
terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan
pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

Renja PD dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 9; dan

c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan
sasaran PD beserta target indikatornya,
sebagaimana tertuang didalam Renstra PD
Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD
tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024
BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 120

salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM

Ot

YANA ROSMIANA, 5.H.M.H
Pembina Tk.I

NIF. 196901011999012001
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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan  Nasional



10.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Indonesia @ Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

'

10.

11.

12.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah  Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
PD, serta pagu anggaran sementara yang



didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan PPAS APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah  rumusan  kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.

Pasal 3
Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sekurang-kurangnya memuat;
a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
Penutup; dan
lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

~opo o



(1)

(2)

(2)

Pasal 4

Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari

Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan

digunakan PD untuk melaksanakan Rencana

Kerja PD;

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu
dan capaian kinerja pelayanan PD;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas antara Renja PD dengan dokumen
RKPD dan Renstra PD;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan = penganggaran  dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan
pagu dan indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan

Pasal 5
Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar
penyusunan RKA PD.
Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang
mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-
2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang
tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a.

Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD
sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;

Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi
dengan berita acara atau risalah rapat antara PD
dengan DPRD; dan



d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan
Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi
kinerja dan anggaran secara berkala atas
pelaksanaan Renja PD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.

(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi

kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

(6) Laporan realisasi kinerja dan  anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun berikutnya dan/ atau
perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil
Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitan dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas hasil



pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD
terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan
pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10
(1) Renja PD dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 9; dan

c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan
sasaran PD beserta target indikatornya,
sebagaimana tertuang didalam Renstra PD
Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program,;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD
tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.



Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA
Diundangkan di Soreang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

; BAPPERIDA

-, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

JI. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911 {
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : BAPPELITBANGDA @bandungkab.go.id
Website BAPPELITBANGDA.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/067-Sekret/2024
LAMPIRAN  : 2 (dua)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025, serta
efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim
Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah,
terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a
diatas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA
BAPPERIDA Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala BAPPERIDA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bandung;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Renja BAPPERIDA Kabupaten
Bandung Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada Anggaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2024;

Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
Renja BAPPERIDA 2025 ditetapkan.

Ditetapkan : di Soreang
anggal : 29 April 2024

NIP. 19671223 198803 1 007

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan



LAMPIRANI : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050/067-Sekret/2024
TANGGAL : 29 April 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

(RENJA) BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Jabatan dalam Tim Nama/Jabatan
Ketua : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Sekretaris :  Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan

2.

3.

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah;

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;

. Seluruh JFT dan JFU di bawah koordinasi

Bidang.

Pemblna Utama Muda
NIP. 19671223 198803 1 007



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 050/067-Sekret/2024
TANGGAL 29 April 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
a. Ketua

b. Se

Merumuskan arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
BAPPERIDA Tahun 2025;

Memimpin rapat pimpinan dalam dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Melaporkan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja (RENJA)
BAPPERIDA Tahun 2025 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

Bandung.

kretaris
Mengkoordinasikan arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Memberikan arahan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
BAPPERIDA Tahun 2025;

Memimpin/mewakili rapat koordinasi dalam dalam penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Melaporkan hasil pekerjaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
BAPPERIDA Tahun 2025 kepada Ketua Tim.

c. Kelompok Kerja

Memimpin rapat pembahasan substansi penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Mengkoordinasikan dan mengsikronisasikan data-data pendukung
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
BAPPERIDA tahun lalu berdasarkan Renstra BAPPERIDA;

Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja
program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;

Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi BAPPERIDA;

Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025;

Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja
(RENJA) BAPPERIDA Tahun 2025;



Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja (RENJA) BAPPERIDA
Tahun 2025;

Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPERIDA Tahun
2025;

Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

Menyampaikan hasil pekerjaan Rencana Kerja (RENJA) BAPPERIDA
Tahun 2025 kepada Sekretaris tim.



Renja BAPPERIDA Tahun 2025 [

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat
dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Bandung, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat
uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.
Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan
sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan
faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran
perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan
dapat dipertanggungjawabkan dimana semua Kkebijakan, program,
sasaran, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana kerja tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan kewajiban
bagi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung
disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan
menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Bandung dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan
dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk
dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama
peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 memuat penjabaran program
dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada
tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi



Renja BAPPERIDA Tahun 2025 [l

Daerah Kabupaten Bandung tidak terlepas dari integritas moral
dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta
masyarakat. Rencana Kerja yang telah tersusun ini diharapkan
dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang
diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bandung.

NIP. 19671223 198803 1 007
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Renja BAPPERIDA Tahun 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan
bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun
rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam
bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek
(tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang
disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain itu, proses penyusunan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bandung mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi
antar dokumen perencanaan, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi
pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian rencana strategis.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan
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Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2025.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi

penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025,
antara lain:

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
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Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026;

14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung;

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Bandung ini disusun dengan

maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan

program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah Kabupaten Bandung secara berkesinambungan.

Tujuan:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program,
kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam
bentuk dokumen perencanaan tahunan.

b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, dan
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sub kegiatan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan,
sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2025.

1.4 Sistematika
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tuyjuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Bab V Penutup
S5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak Lanjut
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana
pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan
kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi
dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) diperlukan adanya evaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya, yang
dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana Strategis
(Renstra) adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian
target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta
mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan serta
hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun 2025 diperlukan
evaluasi hasil capaian Tahun 2023 dan disajikan perkiraan
pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) samai dengan
Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program, 19
(sembilan belas) Kegiatan, dan 71 (tujuh puluh satu) Sub
Kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam
Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp. 23.068.210.089.
Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan
seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 21.885.676.194 atau
sebesar 94,87%.

Pelaksanaan program-program Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung Tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota dengan indikator Nilai Sakip (Target 81,4
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Point, Realisasi 84,1 Point) dan Persentase BMD dalam
kondisi baik (Target 98,68%, Realisasi 100%). Program ini
dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretariat dengan
anggaran sebesar Rp. 15.678.198.206 dengan realisasi Rp.
14.624.605.533 atau terealisasi sebesar 93,28%.
Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan
dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
SKPD
d. Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
dengan sub kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi
keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
dengan sub kegiatan:
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi

®

Kepegawaian

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang
Undangan
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5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan
sub kegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

a. Pengadaan Mebel

7. Kegiatan  Penyediaan  Jasa  Penunjang  Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

mopo o

2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah dengan indikator Capaian Nilai PPD
(Target 88,7%, Realisasi 90,68%). Program ini dilaksanakan
oleh bidang PPEPD dengan anggaran sebesar Rp.
2.065.912.791 dengan realisasi sebesar Rp. 1.959.389.255
atau sebesar 94,84%.
Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan
12 (dua belas) sub kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan,
dengan sub kegiatan:
a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu
Strategis Pembangunan Daerah
b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan
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Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan
Lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
dengan sub kegiatan:
a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan SKPD
c. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub
kegiatan:

oo oQ 0

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota

b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub

kegiatan:

a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah dengan indikator capaian: 1).
Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD, 2).
Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD, 3).
Persentase muatan RKA dengan RKPD (Target 97,4%,
Realisasi 100%). Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga)
bidang, yaitu: Bidang PPMP, Bidang PSDA, dan Bidang
Infraswil dengan anggaran sebesar Rp. 3.302.922.950
dengan realisasi sebesar Rp. 3.286.277.539 atau 99,50%.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan
18 (delapan belas) sub kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan:
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Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

. Asistensi  Penyusunan Dokumen  Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Asistensi  Penyusunan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian
dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:

a.

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

. Asistensi Penyusunan  Dokumen  Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

Asistensi  Penyusunan  Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
SDA

. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:

a.

b.

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Asistensi  Penyusunan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur
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d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

e. Asistensi Penyusunan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program penelitian dan pengembangan daerah
Program penelitian dan pengembangan daerah dengan
indikator capaian: 1). Persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang diimplementasikan, dan 2). Persentase
hasil inovasi yang diimplementasikan (Target 40%, Realisasi

55,9%). Program ini dilaksanakan oleh Bidang RIDA dengan

anggaran sebesar Rp. 2.021.176.142 dengan realisasi

sebesar Rp. 2.015.403.867 atau 99,71%.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan

7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan  Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan, dengan sub kegiatan:

a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan, dengan sub kegiatan:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek
Sosial

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
dan Pembangunan, dengan sub kegiatan:

a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

b. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan
dan Pangan

c. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

d. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan
sub kegiatan:

a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) dan capaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2023
dapat dilihat dalam tabel berikut:
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TABEL 2.1 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
KABUPATEN BANDUNG

1 2 3 5 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 | o1 00 | 00 00 PROGRAM Nilai AKIP 83,6 | Point 83,4 | Point 83,45 | Point 84,1 | Point 100,8 83,5 | Point 83,5 | Point 100
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase BMD dalam 98,74 | % 87,16 | % 98,68 | % 100 | % 101,3 98,7 | % 98,7 | % 100
kondisi baik
01 01 2 01 00 Perencanaan, Persentase Dokumen 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
disusun sesuai ketentuan
dan tepat waktu
01 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 12 | Dok 3 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 7 | Dok 58
Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
01 01 2 01 0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 10 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 6 | Dok 60
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
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2 3 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 01 0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 10 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 6 | Dok 60
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Perubahan RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
01 01 01 0004 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 10 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 6 | Dok 60
Penyusunan DPA- dan Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
01 01 01 0005 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 10 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 6 | Dok 60
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
01 01 01 0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 10 | Lapora 2 | Lapora 2 | Lapor 2 | Laporan 100 2 | Lapora 6 | Lapora 60
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi n n an n n
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
01 01 01 0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 5 | Lapora 1 | Lapora 1 | Lapor 1 | Laporan 100 1 | Lapora 3 | Lapora 60
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah n n an n n
01 01 02 00 Administrasi Persentase Dokumen 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Keuangan Perangkat pelaksanaan Administrasi
Daerah Keuangan yang tepat waktu
01 01 02 0001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 255 | Orang/ 50 | Orang/ 47 | Orang 47 | Orang/ 100 51 | Orang/ 148 | Orang/ 58
Tunjangan ASN menerima Gaji dan Bulan Bulan /Bula Bulan Bulan Bulan
Tunjangan ASN n
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2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 02 0003 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen 48 | Dok 12 | Dok 12 | Dok 12 | Dok 100 12 | Dok 36 | Dok 75
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/verifikasi Pengujian/Verifikasi
keuangan SKPD Keuangan SKPD
01 01 02 0005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 10 | Lapora 2 | Lapora 2 | Lapor 2 | Laporan 100 2 | Lapora 6 | Lapora 60
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan n n an n n
Keuangan Akhir Tahun | Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
01 01 02 0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 8 | Dok 0 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 4 | Dok 50
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tanggapan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Pemeriksaan
01 01 02 0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 60 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapor 12 | Laporan 100 12 | Lapora 36 | Lapora 60
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ n n an n n
Keuangan Semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/ Laporan Koordinasi
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
01 01 02 0008 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan 5 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 3 | Dok 60
dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
01 01 08 00 Penyediaan Jasa Persentase laporan 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Penunjang Urusan penyediaan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
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2 3 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 08 0001 Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan 60 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapor 12 | Laporan 100 12 | Lapora 36 | Lapora 60
Menyurat Jasa Surat Menyurat n n an n n
01 01 08 0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 60 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapor 12 | Laporan 100 12 | Lapora 36 | Lapora 60
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber n n an n n
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
01 01 08 0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 60 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapor 12 | Laporan 100 12 | Lapora 36 | Lapora 60
Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum n n an n n
Kantor Kantor yang Disediakan
01 01 06 00 Administrasi Umum Persentase Dokumen 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Perangkat Daerah pemenuhan Pelayanan
Administrasi Umum Kantor
01 01 06 0001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 5 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 100 1 | Paket 3 | Paket 60
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
01 01 06 0002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 5 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 100 1 | Paket 3 | Paket 60
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
01 01 06 0003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 5 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 100 1 | Paket 3 | Paket 60
Rumah Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
01 01 06 0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Peralatan 5 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 100 1 | Paket 3 | Paket 60
Logistik Kantor Rumah Tangga yang
Disediakan
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2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 06 0005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 5 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 100 1 | Paket 3 | Paket 60
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan yang Disediakan
01 01 06 0006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 5 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 3 | Dok 60
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
01 01 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 60 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapor 12 | Laporan 100 12 | Lapora 36 | Lapora 60
Tamu Kunjungan Tamu n n an n n
01 01 06 0009 Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 60 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapor 12 | Laporan 100 12 | Lapora 36 | Lapora 60
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat n n an n n
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
01 01 03 00 Administrasi Barang Persentase pemenuhan 100 | % 0| % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Milik Daerah pada Dokumen Administasi BMD
Perangkat Daerah sesuai ketentuan
01 01 03 0001 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
01 01 03 0005 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi 4 | Lapora 0 | Lapora 1 | Lapor 1 | Laporan 100 1 | Lapora 2 | Lapora 50
Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan n n an n n
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada
pada SKPD SKPD
01 | o1 05 00 Administrasi Persentase Dokumen 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Kepegawaian pelaksanaan Administrasi
Perangkat Daerah Kepegawaian yang tepat
waktu




Renja BAPPERIDA Tahun 2025

2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 05 0002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 5 | Paket 1 | Paket 0 | Paket 0 | Paket 0 0 | Paket 1 | Paket 20
Dinas Beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
01 01 05 0003 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengolahan dan Pengolahan Administrasi
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
01 01 05 0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Pelaksanaaan
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi
Kepegawaian
01 01 05 0005 Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
dan Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi, dan
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
01 01 05 0011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang 50 | Orang 10 | Orang 10 | Orang 10 | Orang 100 10 | Orang 30 | Orang 60
Implementasi Mengikuti Bimbingan Teknis
Peraturan Perundang- Implementasi Peraturan
Undangan Perundang-Undangan
01 01 07 00 Pengadaan Barang Persentase Dokumen 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Milik Daerah Pelayanan Pengadaan
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
01 01 07 0001 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 4 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 1 | Unit 1 | Unit 25
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan yang Disediakan
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2 3 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 5 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 1 | Paket 100 1 | Paket 3 | Paket 60
Disediakan
01 01 07 0010 Pengadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana dan 4 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 0 | Unit 0 | Unit 0
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Disediakan
01 01 07 0011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 4 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 0 | Unit 0 | Unit 0
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
01 01 09 00 Pemeliharaan Barang Persentase BMD dalam 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Milik Daerah Kondisi Baik
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01 01 09 0001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 120 | Unit 24 | Unit 24 | Unit 24 | Unit 100 24 | Unit 72 | Unit 60
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak Kendaraan yang Dipelihara dan
Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas
Jabatan
01 01 09 0006 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin 100 | Unit 20 | Unit 20 | Unit 20 | Unit 100 20 | Unit 60 | Unit 60
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Lainnya
01 01 09 0009 Pemeliharaan/Rehabili | Jumlah Gedung Kantor dan 5 | Unit 1 | Unit 1 | Unit 1 | Unit 100 1 | Unit 3 | Unit 60
tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
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2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 01 09 0010 Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan 4 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 1 | Unit 1 | Unit 25
tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Prasarana Gedung atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
01 01 09 0011 Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan 4 | Unit 1 | Unit 1 | Unit 1 | Unit 100 1 | Unit 3 | Unit 75
tasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
01 | 02 PROGRAM Capaian nilai PPD 92 | % 89,35 | % 88,7 | % 90,6 | % 102,2 89,8 | % 89,8 | % 97,6
PERENCANAAN, 8
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
01 02 01 o Penyusunan Persentase dokumen 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100,0 100 | % 100 | % 100
Perencanaan dan perencanaan pembangunan
Pendanaan daerah yang ditetapkan
Persentase berita acara 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100,0 100 | % 100 | % 100
yang disahkan
01 02 01 0001 Analisis Kondisi Jumlah Dokumen 6 | Dok 1 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 1 | Dok 4 | Dok 67
Daerah, Permasalahan, | Rancangan Awal
dan Isu Strategis RPJMD/RKPD (Sesuai
Pembangunan Daerah Kebutuhan Jika RPJMD
Maka Rancangan
Teknokratik)
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2 3 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 02 01 0002 Koordinasi Penelaahan Jumlah Telaahan Dokumen 15 | Dok 3 | Dok 3 | Dok 3 | Dok 100 3 | Dok 9 | Dok 60
Dokumen Perencanaan | Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah (Telaahan dok. DAK,
dengan Dokumen Bankeu Prov, DID, DBHCHT)
Kebijakan Lainnya
01 02 01 0003 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara 6 | Berita 1 | Berita 2 | Berita 2 | Berita 100 1 | Berita 4 | Berita 67
Konsultasi Publik Konsultasi Publik Acara Acara Acara Acara Acara Acara
01 02 01 0004 Koordinasi Jumlah Berita Acara Forum 5 | Berita 1 | Berita 1 | Berita 1 | Berita 100 1 | Berita 3 | Berita 60
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Acara Acara Acara Acara Acara Acara
SKPD/Lintas SKPD Perangkat Daerah (BA. PD
Kewilayahan dan BA Lintas
PD)
01 02 01 0005 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara 6 | Berita 1 | Berita 2 | Berita 2 | Berita 100 1 | Berita 4 | Berita 67
Musrenbang Musrenbang Kabupaten/Kota Acara Acara Acara Acara Acara Acara
Kabupaten/Kota
01 02 01 0007 Koordinasi Jumlah Dokumen 11 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 2 | Dok 100 2 | Dok 6 | Dok 55
Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan
Penetapan Dokumen Daerah Kabupaten /Kota
Perencanaan yang Ditetapkan
Pembangunan Daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Kabupaten/Kota
01 02 02 00 Analisis Data dan Persentase masukan 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Informasi (rekomendasi) hasil analisis
Pemerintahan Daerah data yang dilaksanaan di
Bidang Perencanaan perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah daerah
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2 & 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 02 02 0001 Analisis Data dan Jumlah Masukan Analisis 15 | Masuk 3 | Masuka 3 | Masuk 3 | Masuka 100 3 | Masuka 9 | Masuk 60
Informasi Perencanaan Data untuk Penyusunan an n an n n an
Pembangunan Daerah Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
01 02 02 0002 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Dibina 272 | Orang 68 | Orang 68 | Orang 68 | Orang 100 68 | Orang 204 | Orang 75
Pemanfaatan Data dan dalam Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan | Informasi
Pembangunan SKPD
Jumlah (Updating) Aplikasi 10 | Aplikas 2 | Aplikasi 2 | Aplika 2 | Aplikasi 100 2 | Aplikasi 6 | Aplikas 60
Perencanaan, Pembangunan i si i
dan Evaluasi
01 02 02 0003 Penyusunan Profil Jumlah Buku Profil 5 | Buku 1 | Buku 1 | Buku 1 | Buku 100 1 | Buku 3 | Buku 60
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang
Kabupaten/Kota Diterbitkan
01 02 03 00 Pengendalian, Persentase Perangkat 96 | % 98,46 | % 954 | % 98,4 | % 103,2 95,6 | % 95,6 | % 99,6
Evaluasi dan Daerah yang memiliki 6
Pelaporan Bidang Realisasi Kinerja Baik dan
Perencanaan Sangat Baik
Pembangunan Daerah
01 02 03 0001 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil 5 | Lapora 1 | Lapora 1 | Lapor 1 | Laporan 100 1 | Lapora 3 | Lapora 60
Pengendalian Pengendalian Perencanaan n n an n n
Perencanaan dan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah
di Kabupaten/Kota
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2 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 02 03 0003 Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan Hasil 10 | Lapora 2 | Lapora 2 | Lapor 2 | Laporan 100 2 | Lapora 6 | Lapora 60
dan Penyusunan Evaluasi Kinerja n n an n n
Laporan Berkala Pembangunan Daerah
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
01 02 04 00 Implementasi Sistem Persentase ketersediaan 100 | % 0| % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Informasi dokumen SIPD
Pemerintahan Daerah
di Bidang
Pembangunan Daerah
01 02 04 0003 Pembinaan Sistem Jumlah dokumen hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Informasi pembinaan sistem informasi
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah di bidang
di Bidang pembangunan daerah
Pembangunan Daerah pemerintah kabupaten/kota
Pemerintah
Kabupaten/ Kota
01 03 00 00 PROGRAM Persentase keselarasan 98 | % 99,58 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
KOORDINASI DAN muatan RKPD dengan
SINKRONISASI RPJMD
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase keselarasan 98 | % 99,74 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
muatan Renja dengan
RKPD
Persentase muatan RKA 98 | % 99,74 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
dengan RKPD
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2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 03 01 00 Koordinasi Persentase keselarasan 98 | % 100 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
Perencanaan Bidang muatan RKPD dengan
Pemerintahan dan RPJMD lingkup bidang
Pembangunan Pemerintahan dan
Manusia Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan 98 | % 100 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
muatan Renja dengan
RKPD lingkup bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan 98 | % 100 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
muatan RKA dengan RKPD
lingkup bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
01 03 01 0001 Koordinasi Jumlah Dokumen 2 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 0 | Dok 2 | Dok 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Dokumen 4 | Dok 0 | Dok 0 | Dok 0 | Dok 0 1 | Dok 1 | Dok 25
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan
yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
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2 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 03 01 0002 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah 76 | Perang 38 | Perang 38 | Peran 38 | Perangk 100 0 | Perangk 76 | Perang 100
Dokumen Perencanaan | yang Dilakukan Asistensi kat kat gkat at at kat
Pembangunan dalam Penyusunan Dokumen Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan h
Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Hasil 114 | Lapora 0 | Lapora 0 | Lapor 0 | Laporan 0 38 | Lapora 38 | Lapora 33,3
Asistensi Penyusunan n n an n n
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan
01 03 01 0003 Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring 5 | Lapora 1 | Lapora 1 | Lapor 1 | Laporan 100 1 | Lapora 3 | Lapora 60
Monitoring dan dan Evaluasi Penyusunan n n an n n
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan | Pembangunan Perangkat
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
01 03 01 0005 | Koordinasi Jumlah Dokumen 6 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 3 | Dok 50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Pembangunan Manusia yang
Bidang Pembangunan Dikoordinir Penyusunannya
Manusia (RPJPD, (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
RPJMD dan RKPD)
01 03 01 0006 | Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah 22 | Perang 11 | Perang 11 | Peran 11 | Perangk 100 0 | Perangk 22 | Perang 100
Dokumen Perencanaan | yang Mendapatkan Asistensi kat kat gkat at at kat
Pembangunan dalam Penyusunan Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang h
Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia
Manusia




Renja BAPPERIDA Tahun 2025

2 & 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Laporan Hasil 33 | Lapora 0 | Lapora 0 | Lapor 0 | Laporan 0 11 | Lapora 11 | Lapora 33,3
Asistensi Penyusunan n n an n n
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
01 03 01 0007 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah 22 | Perang 11 | Perang 11 | Peran 11 | Perangk 100 0 | Perangk 22 | Perang 100
Monitoring dan yang Mendapatkan kat kat gkat at at kat
Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Dokumen Perencanaan | dalam Penyusunan h
Pembangunan Renstra/Renja Bidang
Perangkat Daerah Pembangunan Manusia
Bidang Pembangunan
Manusia
Jumlah Laporan Hasil 33 | Lapora 0 | Lapora 0 | Lapor 0 | Laporan 0 11 | Lapora 11 | Lapora 33,3
Pelaksanaan Monitoring dan n n an n n
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
01 03 02 00 Koordinasi Persentase keselarasan 98 | % 100 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
Perencanaan Bidang muatan RKPD dengan
Perekonomian dan RPJMD lingkup bidang
SDA (Sumber Daya Perekonomian dan SDA
Alam)
Persentase keselarasan 98 | % 100 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
muatan Renja dengan
RKPD lingkup bidang
Perekonomian dan SDA
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2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Persentase keselarasan 98 | % 100 | % 97,4 | % 100 | % 102,7 97,6 | % 97,6 | % 100
muatan RKA dengan RKPD
lingkup bidang
Perekonomian dan SDA
01 03 02 0001 Koordinasi Jumlah Dokumen 6 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 3 | Dok 50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian
Pembangunan Daerah yang Dikoordinir
Bidang Perekonomian Penyusunannya (RPJPD.
(RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RKPD)
RKPD)
01 03 02 0002 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang 8 | Perang 8 | Peran 8 | Perangk 100 0 | Perangk 16 | Perang 100
Dokumen Perencanaan | yang Mendapatkan Asistensi kat kat gkat at at kat
Pembangunan dalam Penyusunan Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang h
Bidang Perekonomian Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora 0 | Lapora 0 | Lapor 0 | Laporan 0 8 | Lapora 8 | Lapora
Asistensi Penyusunan n n an n n 33,3
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Perekonomian
01 03 02 0003 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang 8 | Perang 8 | Peran 8 | Perangk 100 0 | Perangk 16 | Perang 100
Monitoring dan yang Mendapatkan kat kat gkat at at kat
Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Dokumen Perencanaan | dalam Penyusunan h
Pembangunan Renstra/Renja Bidang
Perangkat Daerah Perekonomian
Bidang Perekonomian
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2 3 4 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora Lapora Lapor Laporan 0 Lapora 8 | Lapora
Pelaksanaan Monitoring dan n n an n n 33,3
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Perekonomian
01 03 02 05 Koordinasi Jumlah Dokumen 6 | Dok Dok Dok Dok 100 Dok 3 | Dok 50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Daerah Bidang SDA yang
Pembangunan Daerah Dikoordinir Penyusunannya
Bidang SDA (RPJPD, (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
RPJMD dan RKPD)
01 03 02 06 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang Perang Peran Perangk 100 Perangk 16 | Perang 100
Dokumen Perencanaan | yang Mendapatkan Asistensi kat kat gkat at at kat
Pembangunan dalam Penyusunan Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang SDA h
Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora Lapora Lapor Laporan 0 Lapora 8 | Lapora 33,3
Asistensi Penyusunan n n an n n
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
01 03 02 07 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang Perang Peran Perangk 100 Perangk 16 | Perang 100
Monitoring dan yang Mendapatkan kat kat gkat at at kat
Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Dokumen Perencanaan | dalam Penyusunan h
Pembangunan Renstra/Renja Bidang SDA
Perangkat Daerah
Bidang SDA




&
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8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
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8
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01
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00
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Perencanaan Bidang
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98

%

98,75
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97,4

%

100

%
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100
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2 & 4 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 03 03 02 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang Perang Peran Perangk 100 Perangk 16 | Perang 100
Dokumen Perencanaan | yang Mendapatkan Asistensi kat kat gkat at at kat
Pembangunan dalam Penyusunan Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang h
Bidang Infrastruktur Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora Lapora Lapor Laporan 0 Lapora 8 | Lapora 33,3
Asistensi Penyusunan n n an n n
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur
01 03 03 03 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang Perang Peran Perangk 100 Perangk 16 | Perang 100
Monitoring dan yang Mendapatkan kat kat gkat at at kat
Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Dokumen Perencanaan | dalam Penyusunan h
Pembangunan Renstra/Renja Bidang
Perangkat Daerah Infrastruktur
Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora Lapora Lapor Laporan 0 Lapora 8 | Lapora 33,3
Pelaksanaan Monitoring dan n n an n n
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur
01 03 03 05 Koordinasi Jumlah Dokumen 6 | Dok Dok Dok Dok 100 Dok 3 | Dok 50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan
Pembangunan Daerah yang Dikoordinir
Bidang Kewilayahan Penyusunannya (RPJPD.
(RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RKPD)
RKPD)
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2 & 4 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 03 03 06 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang 8 | Perang 8 | Peran 8 | Perangk 100 0 | Perangk 16 | Perang 100
Dokumen Perencanaan | yang Mendapatkan Asistensi kat kat gkat at at kat
Pembangunan dalam Penyusunan Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang h
Bidang Kewilayahan Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora 0 | Lapora 0 | Lapor 0 | Laporan 0 8 | Lapora 8 | Lapora 33,3
Asistensi Penyusunan n n an n n
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan
01 03 03 07 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah 16 | Perang 8 | Perang 8 | Peran 8 | Perangk 100 0 | Perangk 16 | Perang 100
Monitoring dan yang Mendapatkan kat kat gkat at at kat
Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Daerah Daerah Daera Daerah Daerah Daerah
Dokumen Perencanaan | dalam Penyusunan h
Pembangunan Renstra/Renja Bidang
Perangkat Daerah Kewilayahan
Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil 24 | Lapora 0 | Lapora 0 | Lapor 0 | Laporan 0 8 | Lapora 8 | Lapora 33,3
Pelaksanaan Monitoring dan n n an n n
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan
05 02 00 00 PROGRAM Persentase hasil penelitian 70 | % 3,7 | % 40 | % 70 | % 175 50 | % 50 | % 71
PENELITIAN DAN dan pengembangan yang
PENGEMBANGAN diimplementasikan
DAERAH
Persentase hasil inovasi 70 | % 75 | % 40 | % 41,8 | % 104,5 50 | % 50 | % 71
yang diimplementasikan
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2 & 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
05 | 02 01 00 Penelitian dan Persentase dokumen hasil 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Pengembangan penelitian dan
Bidang pengembangan bidang
Penyelenggaraan penyelenggaraan
Pemerintahan dan pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan pengkajian peraturan
05 02 01 12 Pengelolaan Data Jumlah Data Kelitbangan 5 | Lapora 1 | Lapora 1 | Lapor 1 | Laporan 100 1 | Lapora 3 | Lapora 60
Kelitbangan dan dan Peraturan yang Terkelola n n an n n
Peraturan dengan Baik
05 | 02 02 00 Penelitian dan Persentase ketersediaan 100 | % 0| % 0| % 0| % o 100 | % 100 | % 100
Pengembangan dokumen hasil penelitian
Bidang Sosial dan dan pengembangan bidang
Kependudukan sosial dan kependudukan
05 02 02 01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengembangan Bidang Penelitian dan
Aspek-Aspek Sosial Pengembangan Bidang
Aspek-Aspek Sosial
05 02 03 00 Penelitian dan Persentase ketersediaan 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
Pengembangan dokumen hasil Penelitian
Bidang Ekonomi dan dan Pengembangan bidang
Pembangunan ekonomi dan pembangunan
05 02 03 01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 5 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 3 | Dok 60
Pengembangan Penelitian dan
Koperasi, Usaha Kecil Pengembangan Koperasi,
dan Menengah Usaha Kecil dan Menengah
05 02 03 02 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengembangan Penelitian dan
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2 3 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perindustrian dan Pengembangan Perindustrian
Perdagangan dan Perdagangan
05 02 03 03 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengembangan Badan Penelitian dan
Usaha Milik Daerah Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah
05 02 03 04 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengembangan Penelitian dan
Pertanian, Perkebunan Pengembangan Pertanian,
dan Pangan Perkebunan dan Pangan
05 02 03 06 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengembangan Energi dan dan Pengembangan Energi dan
Sumberdaya Mineral Sumberdaya Mineral
05 02 03 11 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 4 | Dok 0 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 2 | Dok 50
Pengembangan Penelitian dan
Perumahan dan Pengembangan Perumahan
Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman
05 02 03 13 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 5 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 1 | Dok 100 1 | Dok 3 | Dok 60
Pengembangan Penelitian dan
Komunikasi dan Pengembangan Komunikasi
Informatika dan Informatika
05 02 04 00 Peng ngan I i P ketersediaan 100 | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 100 | % 100 | % 100
dan Teknologi dokumen pengembangan inovasi
dan teknologi
05 02 04 01 Penelitian, Pengembangan, Jumlah Dokumen Hasil 5 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 3 Dok 60
dan Perekayasaan di Penelitian, Pengembangan, dan
Bidang Teknologi dan Perekayasaan di Bidang Teknologi
Inovasi dan Inovasi
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Dari data sebagaimana tabel tersebut diatas adalah sebagai

berikut:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung:

a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah
dilaksanakan 4 (empat) Program dengan 8 (delapan)
indikator kinerja program, 19 (sembilan belas) Kegiatan,
dan 71 (tujuh puluh satu) Sub Kegiatan.

b. Dari 8 (delapan) indikator kinerja program, terdapat 8
(delapan) indikator yang melampaui target, 1 (satu)
indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat.

c. Dari 19 (sembilan belas) Kegiatan dengan indikatornya
masing-masing, seluruh indikator telah memenuhi target.

d. Dari 71 (tujuh puluh satu) Sub Kegiatan dengan
indikatornya masing-masing, seluruh indikator telah
memenuhi target.

2. Perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai
dengan Tahun 2023:

a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 4
(empat) Program dengan 8 (delapan) indikator kinerja
program, 19 (sembilan belas) Kegiatan, dan 71 (tujuh
puluh satu) Sub Kegiatan.

b. Dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang
ditetapkan, diperkirakan 8 indikator kinerja program
dapat memenuhi target yang masih dalam proses
pencapaian target pada akhir periode Renstra.

c. Dari 19 (Sembilan belas) indikator kegiatan, diperkirakan
telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

d. Dari 71 (tujuh puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan,
diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode
Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan
yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai
permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi
berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang
ada di wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut
sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi. Namun
begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan,
melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan
pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan
daerah jika perencana mampu mengatasinya.
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Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal
dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan
pembangunan akan menjadi bahan/pedoman dasar bagi
pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan
pembangunan diharapkan Dbersifat implementatif (dapat
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola
pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat
berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai
potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain,
kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus
dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten
Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk
membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini
merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan
dimanfaatkan dengan bijaksana.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah,
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan
daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah
Kabupaten Bandung maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung adalah pemberian informasi dan
pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

a. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
yang terpadu dan terukur;

b. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah;

c. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan
pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten
Bandung, maupun secara horizontal yakni antar Perangkat
Daerah;

d. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi,
transparan dan terkoordinasi;

e. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data
serta informasi pembangunan;

f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan;

g. Memfasilitasi inovasi daerah.
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Upaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung dalam meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas, diantaranya:

a. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur
pemangku  kepentingan  pembangunan  antara lain:
masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi,
dan sektor swasta;

b. Meningkatkan kualitas sistem  perencanaan dengan
terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

c. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan
Perangkat Daerah;

d. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan
dengan mekanisme penyusunan anggaran,;

e. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di
tingkat Kabupaten Bandung dengan Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak
lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung meliputi kapasitas SDM, sarana
dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pendidikan formal dan diklat fungsional;

b. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;

c. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan
lainnya;

d. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern;

e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-
2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung melaksanakan urusan
perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam
penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator
yang tercantum pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun
2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD
berdasar pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam
dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung tertera dalam tabel sebagai
berikut:
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TABEL 2.2 (T-C.30)

Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Capaian Proyeksi Cata.ta-n
Analisis
No Indikator Kinerja SPM IKK Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 (n) 2026
Mm2) | (@m1) | (@) | (+1) | (@2) | (0-1) (n+1)
1 | Nilai akuntabilitas 83,45 83,5 83,55 83,6 84,10 84.50 84,15 84,20
kinerja BAPPERIDA Point Point Point Point Point Point Point Point
2 | Persentase BMD dalam 98,68% | 98,70% | 98,72% | 98,74% | 100,00% - 100,00% | 100,00%
kondisi baik
3 | Persentase keselarasan 97,40% | 97,60% | 97,80% | 98,00% | 100,00% - 100,00% | 100,00%
perencanaan dan
penganggaran
4 | Persentase 81,69% | 82,29% | 83,07% | 83,77% | 84,71% - 84,75% | 84,80%
terpenuhinya aspek
proses, kualitas, dan
pencapaian dalam
dokumen perencanaan
S | Persentase hasil 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | 55,90% - 60,00% | 70,00%
penelitian,
pengembangan dan
inovasi yang
dimplementasikan
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Pencapaian indikator kinerja Badan  Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung pada Tahun 2023 telah dapat melampaui target,
dimana untuk indikator:

a. Nilai akuntabilitas kinerja BAPPERIDA, realisasi sebesar
84,10 point dari target sebesar 83,45 point;

b. Persentase BMD dalam kondisi baik, realisasi sebesar 100%
dari target sebesar 98,68%;

c. Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran;
realisasi sebesar 100% dari target sebesar 97,40%;

d. Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan
pencapaian dalam dokumen perencanaan; realisasi sebesar
84,71% dari target sebesar 81,69%;

e. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang
dimplementasikan; realisasi sebesar 55,90% dari target
sebesar 40,00%.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan
atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
dan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun
2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, merupakan
Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah  yang  dipimpin oleh  seorang Kepala dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung sesuai dengan
peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok memimpin,
mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah,
dengan fungsinya:

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan
pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kedudukan dan fungsinya yang diselenggarakan,
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung memiliki lingkup pelayanan
yang luas. Sebagai unsur perencana, riset dan inovasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung memberikan pelayanan dalam proses perencanaan
pembangunan, riset dan inovasi daerah. Sebagai lembaga dengan
fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan,
riset dan inovasi daerah, penyusunan perencanaan
pembangunan, riset dan inovasi daerah, pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, riset
dan inovasi daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung
memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis
perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah serta
menyusun dokumen perencanaan pembangunan serta riset dan
inovasi.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung menghadapi permasalahan dan
hambatan, antara lain:

a. Belum optimalnya waktu di dalam penyusunan perencanaan
hal ini diakibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung terlalu
dalam dilibatkan dalam pembahasan APBD, sebaiknya Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung lebih fokus kepada kegiatan
perencanaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi
perencana;

b. Penjadwalan perencanaan pembangunan tahunan sebaiknya
diatur sehingga setiap kegiatan mendapatkan ruang waktu
yang cukup dengan bobot produk yang diharapkan;

c. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya mendapatkan
perhatian yang memadai baik itu dari segi jumlah pegawai
maupun kualitas SDM pegawai, mengingat krusialnya produk
perencanaan yang harus dihasilkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kabupaten Bandung;
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d. Sebagai kebutuhan dasar perencanaan, data masih
merupakan kendala yang dapat menghambat proses kegiatan
perencanaan, untuk itu upaya peningkatan akurasi dan
kelengkapan data perlu dilakukan untuk mendukung
peningkatan kualitas perencanaan,;

e. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap
Perangkat Daerah untuk menunjang proses perencanaan
baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing
Perangkat Daerah;

f. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian
sebagai bahan perencanaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 berkaitan
dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan
program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja,
besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan RKPD
terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai
berikut:
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TABEL 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN BANDUNG

40

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

O Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et EERIFC G Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)

PROGRAM Kab. - Nilai AKIP - 83,55 | Point 22.098.812.048 | PROGRAM Kab. - Nilai AKIP - 83,55 | Point 23.411.375.422
PENUNJANG Bandng - Persentase BMD dalam | - 98,72 | % PENUNJANG Bandng | - Persentase BMD -98,72 | %
URUSAN kondisi baik URUSAN dalam kondisi baik
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Kab. Persentase Dokumen 100 | % 437.500.000 | Perencanaan, Kab. Persentase Dokumen 100 | % 329.500.000
Penganggaran, dan Bandng Perencanaan, Penganggaran, dan Bandng | Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penganggaran dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah

disusun sesuai yang disusun sesuai

ketentuan dan tepat ketentuan dan tepat

waktu waktu
Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen 3 | Dok 282.500.000 | Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen 3 | Dok 125.000.000
Dokumen Bandng Perencanaan Perangkat Dokumen Bandng | Perencanaan Perangkat
Perencanaan Daerah Perencanaan Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen RKA- 2 | Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen RKA- 2 | Dok 5.000.000
Penyusunan Bandng SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Bandng | SKPD dan Laporan
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi

Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD

Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 5.000.000
Penyusunan Bandng Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Bandng | Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD RKA-SKPD
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen DPA- 2 | Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen DPA- 2 | Dok 5.000.000
Penyusunan DPA- Bandng SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan DPA- Bandng | SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan SKPD Hasil Koordinasi

Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen

DPA-SKPD
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 5.000.000
Penyusunan Bandng Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Bandng | Perubahan DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan Capaian 2 | Lapor 50.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 2 | Lapor 26.000.000
Penyusunan Laporan Bandng Kinerja dan Ikhtisar an Penyusunan Laporan Bandng | Capaian Kinerja dan an
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Kinerja SKPD Laporan Hasil
Laporan Capaian Kinerja Koordinasi Penyusunan
dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Kab. Jumlah Laporan Evaluasi 1 | Lapor 75.000.000 | Evaluasi Kinerja Kab. Jumlah Laporan 1 | Lapor 88.500.000
Perangkat Daerah Bandng Kinerja Perangkat Daerah an Perangkat Daerah Bandng | Evaluasi Kinerja an
Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Doku 5.000.000 | Penyelenggaraan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Doku 35.000.000
Walidata Pendukung Bandng Penyelenggaraan men Walidata Pendukung Bandng | Penyelenggaraan men
Statistik Sektoral Walidata Pendukung Statistik Sektoral Walidata Pendukung
Daerah Statistik Sektoral Daerah Daerah Statistik Sektoral
Daerah
Pelaksanaan Kab. Jumlah Data Statistik 3 | Data 5.000.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Data Statistik 3 | Data 35.000.000
Pengumpulan Data Bandng Sektoral Daerah yang Pengumpulan Data Bandng | Sektoral Daerah yang
Statistik Sektoral Telah Dikumpulkan dan Statistik Sektoral Telah Dikumpulkan
Daerah Diperiksa Lingkup Daerah dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Kab. Persentase Dokumen 100 | % 13.103.614.048 | Administrasi Kab. Persentase Dokumen 100 | % 14.469.177.422
Keuangan Perangkat | Bandng pelaksanaan Keuangan Perangkat | Bandng | pelaksanaan
Daerah Administrasi Keuangan Daerah Administrasi
yang tepat waktu Keuangan yang tepat
waktu
Penyediaan Gaji dan Kab. Jumlah Orang yang 51 | Orang 13.037.614.048 | Penyediaan Gaji dan Kab. Jumlah Orang yang 51 | Orang 14.349.177.422
Tunjangan ASN Bandng menerima Gaji dan /Bula Tunjangan ASN Bandng | menerima Gaji dan /Bula
Tunjangan ASN n Tunjangan ASN n
Pelaksanaan Kab. Jumlah Dokumen 12 | Dok 11.000.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Dokumen 12 | Dok 10.000.000
Penatausahaan dan Bandng Penatausahaan dan Penatausahaan dan Bandng | Penatausahaan dan
Pengujian /verifikasi Pengujian /Verifikasi Pengujian /verifikasi Pengujian /Verifikasi
keuangan SKPD Keuangan SKPD keuangan SKPD Keuangan SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 2 | Lapor 20.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 2 | Lapor 50.000.000
Penyusunan Laporan Bandng Keuangan Akhir Tahun an Penyusunan Laporan Bandng | Keuangan Akhir Tahun an
Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir SKPD dan Laporan
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Tahun SKPD Hasil Koordinasi
Laporan Keuangan Akhir Penyusunan Laporan
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan Kab. Jumlah Dokumen Bahan 2 | Dok 10.000.000 | Pengelolaan dan Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 5.000.000
Penyiapan Bahan Bandng Tanggapan Pemeriksaan Penyiapan Bahan Bandng | Bahan Tanggapan
Tanggapan dan Tindak Lanjut Tanggapan Pemeriksaan dan
Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 15.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 50.000.000
Penyusunan Laporan Bandng Keuangan Bulanan/ an Penyusunan Laporan Bandng | Keuangan Bulanan/ an
Keuangan Triwulanan/ Semesteran Keuangan Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/ SKPD dan Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Semesteran SKPD Laporan Koordinasi
Laporan Keuangan Penyusunan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Se Keuangan
mesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD
Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen 1 | Dok 10.000.000 | Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen 1 | Dok 5.000.000
Pelaporan dan Bandng Pelaporan dan Analisis Pelaporan dan Bandng | Pelaporan dan Analisis
Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Prognosis Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran
Administrasi Barang Kab. Persentase pemenuhan 100 | % 10.000.000 | Administrasi Barang Kab. Persentase 100 | % 10.000.000
Milik Daerah pada Bandng Dokumen Administasi Milik Daerah pada Bandng | pemenuhan Dokumen
Perangkat Daerah BMD sesuai ketentuan Perangkat Daerah Administasi BMD
sesuai ketentuan
Penyusunan Kab. Jumlah Rencana 1 | Doku 5.000.000 | Penyusunan Kab. Jumlah Rencana 1 | Doku 5.000.000
Perencanaan Bandng Kebutuhan Barang Milik men Perencanaan Bandng | Kebutuhan Barang men
Kebutuhan Barang Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Kab. Jumlah Laporan 1 | Lapor 5.000.000 | Rekonsiliasi dan Kab. Jumlah Laporan 1 | Lapor 5.000.000
Penyusunan Laporan Bandng Rekonsiliasi dan an Penyusunan Laporan Bandng | Rekonsiliasi dan an
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD pada SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Administrasi Kab. Persentase Dokumen 100 | % 368.500.000 | Administrasi Kab. Persentase Dokumen 100 | % 391.500.000
Kepegawaian Bandng pelaksanaan Kepegawaian Bandng | pelaksanaan
Perangkat Daerah Administrasi Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian yang tepat Kepegawaian yang
waktu tepat waktu
Pengadaan Pakaian Kab. Jumlah Paket Pakaian 1 | Paket 38.500.000 | Pengadaan Pakaian Kab. Jumlah Paket Pakaian 1 | Paket 31.500.000
Dinas Beserta Atribut | Bandng Dinas beserta Atribut Dinas Beserta Atribut | Bandng | Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Pendataan dan Kab. Jumlah Dokumen 1 | Doku 10.000.000 | Pendataan dan Kab. Jumlah Dokumen 1 | Doku 10.000.000
Pengolahan Bandng Pendataan dan men Pengolahan Bandng | Pendataan dan men
Administrasi Pengolahan Administrasi Administrasi Pengolahan
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Doku 10.000.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Doku 10.000.000
Pelaksanaan Sistem Bandng Koordinasi dan men Pelaksanaan Sistem Bandng | Koordinasi dan men
Informasi Pelaksanaaan Sistem Informasi Pelaksanaaan Sistem
Kepegawaian Informasi Kepegawaian Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, Kab. Jumlah Dokumen 1 | Doku 10.000.000 | Monitoring, Evaluasi, Kab. Jumlah Dokumen 1 | Doku 40.000.000
dan Penilaian Kinerja Bandng Monitoring, Evaluasi, dan men dan Penilaian Kinerja Bandng | Monitoring, Evaluasi, men
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai dan Penilaian Kinerja
Pegawai
Bimbingan Teknis Kab. Jumlah Orang yang 10 | Orang 300.000.000 | Bimbingan Teknis Kab. Jumlah Orang yang 10 | Orang 300.000.000
Implementasi Bandng Mengikuti Bimbingan Implementasi Bandng | Mengikuti Bimbingan
Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi
Undangan Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
Administrasi Umum Kab. Persentase Dokumen 100 | % 914.229.000 | Administrasi Umum Kab. Persentase Dokumen 100 | % 2.554.198.000
Perangkat Daerah Bandng pemenuhan Pelayanan Perangkat Daerah Bandng | pemenuhan Pelayanan
Administrasi Umum Administrasi Umum
Kantor Kantor
Penyediaan Kab. Jumlah Paket Komponen 1 | Paket 18.100.000 | Penyediaan Kab. Jumlah Paket 1 | Paket 50.000.000
Komponen Instalasi Bandng Instalasi Komponen Instalasi Bandng | Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Paket Peralatan 1 | Paket 450.000.000 | Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Paket 1 | Paket 1.996.400.000
dan Perlengkapan Bandng dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Bandng | Peralatan dan
Kantor yang Disediakan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Paket Peralatan 1 | Paket 16.129.000 | Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Paket 1 | Paket 20.000.000
Rumah Tangga Bandng Rumah Tangga yang Rumah Tangga Bandng | Peralatan Rumah
Disediakan Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Paket bahan 1 | Paket 100.000.000 | Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Paket bahan 1 | Paket 100.000.000
Logistik Kantor Bandng Logistik yang Disediakan Logistik Kantor Bandng | Logistik yang
Disediakan
Penyediaan Barang Kab. Jumlah Paket Barang 1 | Paket 25.000.000 | Penyediaan Barang Kab. Jumlah Paket Barang 1 | Paket 29.198.000
Cetakan dan Bandng Cetakan dan Cetakan dan Bandng | Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Dokumen Bahan 1 | Dok 35.000.000 | Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Dokumen 1 | Dok 35.000.000
Bacaan dan Bandng Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan | Bandng | Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan Perundang-undangan Peraturan Perundang-
undangan yang Disediakan Undangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 50.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 73.600.000
Tamu Bandng Fasilitasi Kunjungan an Tamu Bandng | Fasilitasi Kunjungan an
Tamu Tamu
Penyelenggaraan Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 220.000.000 | Penyelenggaraan Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 250.000.000
Rapat Koordinasi dan Bandng Penyelenggaraan Rapat an Rapat Koordinasi dan Bandng | Penyelenggaraan Rapat an
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Kab. Persentase Dokumen 100 | % 1.130.000.000 | Pengadaan Barang Kab. Persentase Dokumen 100 | % 1.632.000.000
Milik Daerah Bandng Pelayanan Pengadaan Milik Daerah Bandng | Pelayanan Pengadaan
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan | Kab. Jumlah Unit Kendaraan 1 | Unit 1.000.000.000 | Pengadaan Kendaraan | Kab. Jumlah Unit 0 | Unit 0
Perorangan Dinas Bandng Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas Bandng | Kendaraan Perorangan
atau Kendaraan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan Jabatan yang Disediakan Jabatan Dinas Jabatan yang
Disediakan
Pengadaan Kab. Jumlah Unit Kendaraan 0 | Unit - | Pengadaan Kendaraan | Kab. Jumlah Unit 7 | Unit 732.000.000
Kendaraan Dinas Bandng Dinas Operasional atau Dinas Operasional Bandng | Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang atau Lapangan Operasional atau
Lapangan Disediakan Lapangan yang
Disediakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Pengadaan Mebel Kab. Jumlah Paket Mebel yang 1 | Paket 100.000.000 | Pengadaan Mebel Kab. Jumlah Paket Mebel 1 | Paket 900.000.000
Bandng Disediakan Bandng | yang Disediakan
Pengadaan Sarana Kab. Jumlah Unit Sarana dan 1 | Unit 15.000.000 | Pengadaan Sarana Kab. Jumlah Unit Sarana 0 | Unit 0
dan Prasarana Bandng Prasarana Gedung dan Prasarana Bandng | dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Pengadaan Sarana Kab. Jumlah Unit Sarana dan 1 | Unit 15.000.000 | Pengadaan Sarana Kab. Jumlah Unit Sarana 0 | Unit 0
dan Prasarana Bandng Prasarana Pendukung dan Prasarana Bandng | dan Prasarana
Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Disediakan Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Kab. Persentase laporan 100 | % 2.089.969.000 | Penyediaan Jasa Kab. Persentase laporan 100 | % 2.575.000.000
Penunjang Urusan Bandng penyediaan Jasa Penunjang Urusan Bandng | penyediaan Jasa
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 5.000.000 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 5.000.000
Surat Menyurat Bandng Penyediaan Jasa Surat an Surat Menyurat Bandng | Penyediaan Jasa Surat an
Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 205.774.000 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 305.000.000
Komunikasi, Sumber Bandng Penyediaan Jasa an Komunikasi, Sumber Bandng | Penyediaan Jasa an
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik
Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 1.879.195.000 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Lapor 2.265.000.000
Pelayanan Umum Bandng Penyediaan Jasa an Pelayanan Umum Bandng | Penyediaan Jasa an
Kantor Pelayanan Umum Kantor Kantor Pelayanan Umum
yang Disediakan Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang | Kab. Persentase BMD dalam 100 | % 4.045.000.000 | Pemeliharaan Barang | Kab. Persentase BMD 100 | % 1.450.000.000
Milik Daerah Bandng kondisi baik Milik Daerah Bandng | dalam kondisi baik
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Kendaraan 24 | Unit 145.000.000 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Kendaraan 24 | Unit 100.000.000
Pemeliharaan, Biaya Bandng Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Bandng | Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas
Pajak Kendaraan Jabatan yang Dipelihara Pajak Kendaraan Jabatan yang
Perorangan Dinas dan dibayarkan Pajaknya Perorangan Dinas
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i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Dinas Jabatan Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan dan 20 | Unit 50.000.000 | Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan dan 20 | Unit 150.000.000
Peralatan dan Mesin Bandng Mesin Lainnya yang Peralatan dan Mesin Bandng | Mesin Lainnya yang
Lainnya Dipelihara Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabil | Kab. Jumlah Gedung Kantor 1 | Unit 250.000.000 | Pemeliharaan/Rehabil | Kab. Jumlah Gedung Kantor 1 | Unit 900.000.000
itasi Gedung Kantor Bandng dan Bangunan Lainnya itasi Gedung Kantor Bandng | dan Bangunan
dan Bangunan yang dan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Dipelihara/Direhabilita
si
Pemeliharaan/Rehabil | Kab. Jumlah Sarana dan 1 | Unit 3.300.000.000 | Pemeliharaan/Rehabil | Kab. Jumlah Sarana dan 0 | Unit 0
itasi Sarana dan Bandng Prasarana Gedung itasi Sarana dan Bandng | Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Lainnya yang Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilita
si
Pemeliharaan/Rehabil | Kab. Jumlah Sarana dan 1 | Unit 300.000.000 | Pemeliharaan/Rehabil | Kab. Jumlah Sarana dan 1 | Unit 300.000.000
itasi Sarana dan Bandng Prasarana Pendukung itasi Sarana dan Bandng | Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilita
si
Jumlah 1 22.098.812.048 Jumlah 1 23.411.375.422
PROGRAM Kab. Capaian nilai PPD 90,9 | % 3.405.096.000 | PROGRAM Kab. Capaian nilai PPD 90,9 | % 3.405.096.000
PERENCANAAN, Bandng PERENCANAAN, Bandng
PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI EVALUASI
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH
Penyusunan Kab. - Persentase dokumen 100 | % 2.014.343.000 | Penyusunan Kab. - Persentase dokumen 100 | % 2.066.513.600
Perencanaan dan Bandng perencanaan Perencanaan dan Bandng | perencanaan
Pendanaan pembangunan daerah Pendanaan pembangunan daerah
yang ditetapkan yang ditetapkan
- Persentase berita 100 | % - Persentase berita 100 | %
acara yang disahkan acara yang disahkan
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oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Analisis Kondisi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 400.000.000 | Analisis Kondisi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 405.864.400
Daerah, Bandng Rancangan Awal Daerah, Bandng | Rancangan Awal
Permasalahan, dan RPJMD/RKPD (Sesuai Permasalahan, dan RPJMD/RKPD (Sesuai
Isu Strategis Kebutuhan Jika RPJMD Isu Strategis Kebutuhan Jika
Pembangunan Daerah Maka Rancangan Pembangunan Daerah RPJMD Maka
Teknokratik) Rancangan
Teknokratik)
Koordinasi Kab. Jumlah Telaahan 3 | Dok 114.343.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Telaahan 3 | Dok 103.027.400
Penelaahan Dokumen | Bandng Dokumen Perencanaan Penelaahan Dokumen | Bandng | Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Daerah Pembangunan Daerah Daerah
dengan Dokumen dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Kab. Jumlah Berita Acara 2 | Berita 400.000.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Berita Acara 2 | Berita 313.404.000
Konsultasi Publik Bandng Konsultasi Publik Acara Konsultasi Publik Bandng | Konsultasi Publik Acara
Koordinasi Kab. Jumlah Berita Acara 1 | Berita 200.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Berita Acara 1 | Berita 207.728.200
Pelaksanaan Forum Bandng Forum Perangkat Acara Pelaksanaan Forum Bandng | Forum Perangkat Acara
SKPD/Lintas SKPD Daerah/Lintas Perangkat SKPD/Lintas SKPD Daerah/Lintas
Daerah Perangkat Daerah
Pelaksanaan Kab. Jumlah Berita Acara 2 | Berita 500.000.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Berita Acara 2 | Berita 597.879.800
Musrenbang Bandng Musrenbang Acara Musrenbang Bandng | Musrenbang Acara
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 3 | Dok 400.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 3 | Dok 438.609.800
Penyusunan dan Bandng Perencanaan Penyusunan dan Bandng | Perencanaan
Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Kabupaten/Kota yang Perencanaan Kabupaten/Kota yang
Pembangunan Daerah Ditetapkan Pembangunan Daerah Ditetapkan
Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Analisis Data dan Kab. - Persentase masukan 100 | % 609.553.000 | Analisis Data dan Kab. - Persentase masukan 100 | % 609.553.000
Informasi Bandng (rekomendasi) hasil Informasi Bandng | (rekomendasi) hasil
Pemerintahan analisis data yang Pemerintahan analisis data yang
Daerah Bidang dilaksanaan di Daerah Bidang dilaksanaan di
Perencanaan perencanaan Perencanaan perencanaan
Pembangunan pembangunan daerah Pembangunan pembangunan daerah
Daerah Daerah
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oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)

Analisis Data dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 3 | Dok 146.200.000 | Analisis Data dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 3 | Dok 146.200.000
Informasi Bandng Analisis Data untuk Informasi Bandng | Analisis Data untuk
Perencanaan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Penyusunan Kebijakan
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan

Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

(Semua Perencanaan (Semua Perencanaan

Pembangunan Daerah) Pembangunan Daerah)
Pembinaan dan Kab. - Jumlah Orang yang 68 | Orang 333.582.000 | Pembinaan dan Kab. - Jumlah Orang yang 68 | Orang 333.582.000
Pemanfaatan Data Bandng Dibina dalam Pemanfaatan Data Bandng | Dibina dalam
dan Informasi Pemanfaatan Data dan dan Informasi Pemanfaatan Data dan
Perencanaan Informasi Perencanaan Informasi
Pembangunan SKPD - Jumlah (Updating) 1 | Aplika Pembangunan SKPD - Jumlah (Updating) 1 | Aplika

Aplikasi Perencanaan, si Aplikasi Perencanaan, si

Pembangunan dan Pembangunan dan

Evaluasi Evaluasi
Penyusunan Profil Kab. Jumlah Buku Profil 1 | Buku 129.771.000 | Penyusunan Profil Kab. Jumlah Buku Profil 1 | Buku 129.771.000
Pembangunan Daerah | Bandng Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah | Bandng | Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang Diterbitkan Kabupaten/Kota yang Diterbitkan
Pengendalian, Kab. Persentase Perangkat 95,8 | % 581.200.000 | Pengendalian, Kab. Persentase Perangkat 95,8 | % 581.200.000
Evaluasi dan Bandng Daerah yang memiliki Evaluasi dan Bandng | Daerah yang memiliki
Pelaporan Bidang Realisasi Kinerja Baik Pelaporan Bidang Realisasi Kinerja Baik
Perencanaan dan Sangat Baik Perencanaan dan Sangat Baik
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Koordinasi Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 | Lapor 231.200.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 | Lapor 231.200.000
Pengendalian Bandng Pengendalian an Pengendalian Bandng | Pengendalian an
Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Pembangunan Daerah Pembangunan
di Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi Kab. Jumlah Laporan Hasil 2 | Lapor 350.000.000 | Monitoring, Evaluasi Kab. Jumlah Laporan Hasil 2 | Lapor 350.000.000
dan Penyusunan Bandng Evaluasi Kinerja an dan Penyusunan Bandng | Evaluasi Kinerja an
Laporan Berkala Pembangunan Daerah Laporan Berkala Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Implementasi Kab. Persentase ketersediaan 100 | % 200.000.000 | Implementasi Sistem | Kab. Persentase 100 | % 147.829.400
Sistem Informasi Bandng dokumen SIPD Informasi Bandng | ketersediaan
Pemerintahan Pemerintahan dokumen SIPD
Daerah di Bidang Daerah di Bidang
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i Catatan
q q q et Tar; P Indikatif q q q Oeymcf] Tar K han .
Uraian Lokasi Indikator Kinerja a g.et SERIgaiias Uraian Lokasi Indikator Kinerja a g.et ebutuha Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Pembinaan Sistem Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Doku 200.000.000 | Pembinaan Sistem Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Doku 147.829.400
Informasi Bandng pembinaan sistem men Informasi Bandng | pembinaan sistem men
Pemerintahan Daerah informasi pemerintah Pemerintahan Daerah informasi pemerintah
di Bidang daerah di bidang di Bidang daerah di bidang
Pembangunan Daerah pembangunan daerah Pembangunan Daerah pembangunan daerah
Pemerintah pemerintah Pemerintah pemerintah
Kabupaten/ Kota kabupaten/kota Kabupaten/ Kota kabupaten/kota
PROGRAM Kab. '- Presentase 97,8 | % 2.674.500.000 | PROGRAM Kab. '- Presentase 97,8 | % 3.674.500.000
KOORDINASI DAN Bandng keselarasan muatan KOORDINASI DAN Bandng | keselarasan muatan
SINKRONISASI RKPD dengan RPJMD SINKRONISASI RKPD dengan RPJMD
PERENCANAAN - Presentase keselarasan 97,8 | % PERENCANAAN - Presentase 97,8 | %
PEMBANGUNAN muatan Renja dengan PEMBANGUNAN keselarasan muatan
DAERAH RKPD DAERAH Renja dengan RKPD
- Presentase muatan 97,8 | % - Presentase muatan 97,8 | %
RKA dengan RKPD RKA dengan RKPD
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oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Koordinasi Kab. 1. Persentase 97,8 | % 892.500.000 | Koordinasi Kab. 1. Persentase 97,8 | % 1.292.500.000
Perencanaan Bidang Bandng keselarasan muatan Perencanaan Bidang Bandng | keselarasan muatan
Pemerintahan dan RKPD dengan RPJMD Pemerintahan dan RKPD dengan RPJMD
Pembangunan lingkup bidang Pembangunan lingkup bidang
Manusia Pemerintahan dan Manusia Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Pembangunan
2. Persentase 97,8 | % Manusia
keselarasan muatan 2. Persentase 97,8 | %
Renja dengan RKPD keselarasan muatan
lingkup bidang Renja dengan RKPD
Pemerintahan dan lingkup bidang
Pembangunan Manusia Pemerintahan dan
3. Persentase 97,8 | % Pembangunan
keselarasan muatan Manusia
RKA dengan RKPD 3. Persentase 97,8 | %
lingkup bidang keselarasan muatan
Pemerintahan dan RKA dengan RKPD
Pembangunan Manusia lingkup bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 200.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 367.433.300
Penyusunan Bandng Perencanaan Penyusunan Bandng | Perencanaan
Dokumen Pembangunan Daerah Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Bidang Pemerintahan Perencanaan Bidang Pemerintahan
Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Pembangunan Daerah yang Dikoordinir
Bidang Pemerintahan Penyusunannya (RPJPD, Bidang Pemerintahan Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 38 | Lapor 118.500.000 | Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 38 | Lapor 72.389.000
Dokumen Bandng Asistensi Penyusunan an Dokumen Bandng | Asistensi Penyusunan an
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan
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i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et EeelgeiRat Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan 1 | Lapor 97.500.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan 1 | Lapor 90.244.800
Monitoring dan Bandng Monitoring dan Evaluasi an Monitoring dan Bandng | Monitoring dan an
Evaluasi Penyusunan Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Dokumen Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Pemerintahan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 259.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 561.749.900
Penyusunan Bandng Perencanaan Penyusunan Bandng | Perencanaan
Dokumen Pembangunan Daerah Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Bidang Pembangunan Perencanaan Bidang Pembangunan
Pembangunan Daerah Manusia yang Pembangunan Daerah Manusia yang
Bidang Pembangunan Dikoordinir Bidang Pembangunan Dikoordinir
Manusia (RPJPD, Penyusunannya (RPJPD. Manusia (RPJPD, Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) RPJMD dan RKPD) RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 11 | Lapor 122.500.000 | Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 11 | Lapor 100.465.000
Dokumen Bandng Asistensi Penyusunan an Dokumen Bandng | Asistensi Penyusunan an
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Manusia Manusia Manusia
Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 11 | Lapor 95.000.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 11 | Lapor 100.218.000
Monitoring dan Bandng Pelaksanaan Monitoring an Monitoring dan Bandng | Pelaksanaan an
Evaluasi Penyusunan dan Evaluasi Evaluasi Penyusunan Monitoring dan
Dokumen Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Manusia Manusia Manusia
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oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Koordinasi Kab. 1. Persentase 97,8 | % 871.000.000 | Koordinasi Kab. 1. Persentase 97,8 | % 1.171.000.000
Perencanaan Bidang Bandng keselarasan muatan Perencanaan Bidang Bandng | keselarasan muatan
Perekonomian dan RKPD dengan RPJMD Perekonomian dan RKPD dengan RPJMD
SDA (Sumber Daya lingkup bidang SDA (Sumber Daya lingkup bidang
Alam) Perekonomian dan SDA Alam) Perekonomian dan
2. Persentase 97,8 | % SDA
keselarasan muatan 2. Persentase 97,8 | %
Renja dengan RKPD keselarasan muatan
lingkup bidang Renja dengan RKPD
Perekonomian dan SDA lingkup bidang
3. Persentase 97,8 | % Perekonomian dan
keselarasan muatan SDA
RKA dengan RKPD 3. Persentase 97,8 | %
lingkup bidang keselarasan muatan
Perekonomian dan SDA RKA dengan RKPD
lingkup bidang
Perekonomian dan
SDA
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 109.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 184.000.000
Penyusunan Bandng Perencanaan Penyusunan Bandng | Perencanaan
Dokumen Pembangunan Daerah Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Bidang Perekonomian Perencanaan Bidang Perekonomian
Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Pembangunan Daerah yang Dikoordinir
Bidang Perekonomian Penyusunannya (RPJPD. Bidang Perekonomian Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan (RPJPD. RPJMD dan
RKPD) RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 195.459.000 | Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 270.459.000
Dokumen Bandng Asistensi Penyusunan an Dokumen Bandng | Asistensi Penyusunan an
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian Perekonomian Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 163.650.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 163.650.000
Monitoring dan Bandng Pelaksanaan Monitoring an Monitoring dan Bandng | Pelaksanaan an
Evaluasi Penyusunan dan Evaluasi Evaluasi Penyusunan Monitoring dan
Dokumen Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian Perekonomian Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
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oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 109.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 184.000.000
Penyusunan Bandng Perencanaan Penyusunan Bandng | Perencanaan
Dokumen Pembangunan Daerah Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Bidang SDA yang Perencanaan Bidang SDA yang
Pembangunan Daerah Dikoordinir Pembangunan Daerah Dikoordinir
Bidang SDA (RPJPD, Penyusunannya (RPJPD. Bidang SDA (RPJPD, Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) RPJMD dan RKPD) RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)

Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 127.541.000 | Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 202.541.000
Dokumen Bandng Asistensi Penyusunan an Dokumen Bandng | Asistensi Penyusunan an
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang SDA Bidang SDA Bidang SDA
Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 166.350.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 166.350.000
Monitoring dan Bandng Pelaksanaan Monitoring an Monitoring dan Bandng | Pelaksanaan an
Evaluasi Penyusunan dan Evaluasi Evaluasi Penyusunan Monitoring dan
Dokumen Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang SDA Bidang SDA Bidang SDA
Koordinasi Kab. 1. Persentase 97,8 | % Koordinasi Kab. 1. Persentase 97,8 | % 1.211.000.000
Perencanaan Bidang Bandng keselarasan muatan 911.000.000 Perencanaan Bidang Bandng | keselarasan muatan
Infrastruktur dan RKPD dengan RPJMD Infrastruktur dan RKPD dengan RPJMD
Kewilayahan lingkup bidang Kewilayahan lingkup bidang

Infrastruktur dan Infrastruktur dan

Kewilayahan Kewilayahan

2. Persentase 97,8 | % 2. Persentase 97,8 | %

keselarasan muatan keselarasan muatan

Renja dengan RKPD Renja dengan RKPD

lingkup bidang lingkup bidang

Infrastruktur dan Infrastruktur dan

Kewilayahan Kewilayahan

3. Persentase 97,8 | % 3. Persentase 97,8 | %

keselarasan muatan keselarasan muatan

RKA dengan RKPD RKA dengan RKPD

lingkup bidang lingkup bidang

Infrastruktur dan Infrastruktur dan

Kewilayahan Kewilayahan
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et EeelgeiRat Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 200.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 300.000.000
Penyusunan Bandng Perencanaan Penyusunan Bandng | Perencanaan
Dokumen Pembangunan Daerah Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Bidang Infrastruktur Perencanaan Bidang Infrastruktur
Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Pembangunan Daerah yang Dikoordinir
Bidang Infrastruktur Penyusunannya (RPJPD. Bidang Infrastruktur Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan (RPJPD. RPJMD dan
RKPD) RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 100.000.000 | Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 100.000.000
Dokumen Bandng Asistensi Penyusunan an Dokumen Bandng | Asistensi Penyusunan an
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur Infrastruktur Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 162.430.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 262.430.000
Monitoring dan Bandng Pelaksanaan Monitoring an Monitoring dan Bandng | Pelaksanaan an
Evaluasi Penyusunan dan Evaluasi Evaluasi Penyusunan Monitoring dan
Dokumen Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur Infrastruktur Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 200.000.000 | Koordinasi Kab. Jumlah Dokumen 2 | Dok 300.000.000
Penyusunan Bandng Perencanaan Penyusunan Bandng | Perencanaan
Dokumen Pembangunan Daerah Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Bidang Kewilayahan yang Perencanaan Bidang Kewilayahan
Pembangunan Daerah Dikoordinir Pembangunan Daerah yang Dikoordinir
Bidang Kewilayahan Penyusunannya (RPJPD. Bidang Kewilayahan Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan (RPJPD. RPJMD dan
RKPD) RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 123.000.000 | Asistensi Penyusunan | Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 123.000.000
Dokumen Bandng Asistensi Penyusunan an Dokumen Bandng | Asistensi Penyusunan an
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan Kewilayahan Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)

Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 125.570.000 | Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Hasil 8 | Lapor 125.570.000
Monitoring dan Bandng Pelaksanaan Monitoring an Monitoring dan Bandng | Pelaksanaan an
Evaluasi Penyusunan dan Evaluasi Evaluasi Penyusunan Monitoring dan
Dokumen Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Daerah Bidang Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan Kewilayahan Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
PROGRAM Kab. -Persentase hasil 60 | % 4.001.000.000 | PROGRAM Kab. -Persentase hasil 60 | % 3.000.000.000
PENELITIAN DAN Bandng penelitian dan PENELITIAN DAN Bandng | penelitian dan
PENGEMBANGAN pengembangan yang PENGEMBANGAN pengembangan yang
DAERAH diimplementasikan DAERAH diimplementasikan

- Persentase hasil 60 | % - Persentase hasil 60 | %

inovasi yang inovasi yang

diimplementasikan diimplementasikan
Penelitian dan Kab. Persentase dokumen 100 | % 378.000.000 | Penelitian dan Kab. Persentase dokumen 100 | % 300.000.000
Pengembangan Bandng hasil penelitian dan Pengembangan Bandng | hasil penelitian dan
Bidang pengembangan bidang Bidang pengembangan bidang
Penyelenggaraan penyelenggaraan Penyelenggaraan penyelenggaraan
Pemerintahan dan pemerintahan dan Pemerintahan dan pemerintahan dan
Pengkajian pengkajian peraturan Pengkajian pengkajian peraturan
Peraturan Peraturan
Pengelolaan Data Kab. Jumlah Data Kelitbangan 1 | Lapor 378.000.000 | Pengelolaan Data Kab. Jumlah Data 1 | Lapor 300.000.000
Kelitbangan dan Bandng dan Peraturan yang an Kelitbangan dan Bandng | Kelitbangan dan an
Peraturan Terkelola dengan Baik Peraturan Peraturan yang

Terkelola dengan Baik

Penelitian dan Kab. Persentase ketersediaan 100 | % 992.000.000 | Penelitian dan Kab. Persentase 100 | % 450.000.000
Pengembangan Bandng dokumen hasil Pengembangan Bandng | ketersediaan
Bidang Sosial dan penelitian dan Bidang Sosial dan dokumen hasil
Kependudukan pengembangan bidang Kependudukan penelitian dan

sosial dan pengembangan bidang

kependudukan sosial dan

kependudukan

Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 292.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 450.000.000
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Bidang Aspek-Aspek Pengembangan Bidang Bidang Aspek-Aspek Pengembangan Bidang
Sosial Aspek-Aspek Sosial Sosial Aspek-Aspek Sosial
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

i Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et EeelgeiRat Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)

Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian Pengembangan Bandng | Penelitian
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemberdayaan dan Pengembangan
Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan
Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan dan

Perlindungan Perlindungan

Anak Anak
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian Pengembangan Bandng | Penelitian
Pendidikan dan dan Pengembangan Pendidikan dan dan Pengembangan
Kebudayaan Pendidikan Kebudayaan Pendidikan

dan Kebudayaan dan Kebudayaan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian Pengembangan Bandng | Penelitian
Kepemudaan dan dan Pengembangan Kepemudaan dan dan Pengembangan
Olahraga Kepemudaan Olahraga Kepemudaan

dan Olahraga dan Olahraga
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Pariwisata Pengembangan Pariwisata Pengembangan

Pariwisata Pariwisata
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Kesehatan Pengembangan Kesehatan Pengembangan

Kesehatan Kesehatan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Tenaga Kerja Pengembangan Tenaga Tenaga Kerja Pengembangan Tenaga

Kerja Kerja
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok
Pengembangan Bandng Penelitian Pengembangan Bandng | Penelitian
Partisipasi dan Pengembangan Partisipasi dan Pengembangan
Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi

Masyarakat Masyarakat
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Penelitian dan Kab. Persentase ketersediaan 100 | % 1.742.357.060 | Penelitian dan Kab. Persentase 100 | % 750.000.000
Pengembangan Bandng dokumen hasil Pengembangan Bandng | ketersediaan
Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Bidang Ekonomi dan dokumen hasil
Pembangunan Pengembangan bidang Pembangunan Penelitian dan
ekonomi dan Pengembangan bidang
pembangunan ekonomi dan
pembangunan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 132.623.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Koperasi, Usaha Kecil Pengembangan Koperasi, Koperasi, Usaha Kecil Pengembangan
dan Menengah Usaha Kecil dan dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Menengah
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 173.149.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 150.000.000
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Perindustrian dan Pengembangan Perindustrian dan Pengembangan
Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan
Perdagangan Perdagangan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 189.060.860 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Badan | Bandng Penelitian dan Pengembangan Badan | Bandng | Penelitian dan
Usaha Milik Daerah Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah Usaha Milik Daerah
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 103.394.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 175.000.000
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Pertanian, Pengembangan Pertanian, Pengembangan
Perkebunan dan Pertanian, Perkebunan Perkebunan dan Pertanian, Perkebunan
Pangan dan Pangan Pangan dan Pangan
Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Dok 111.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Kelautan dan Pengembangan Kelautan Kelautan dan Pengembangan
Perikanan dan Perikanan Perikanan Kelautan dan
Perikanan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 168.264.600 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 125.000.000
Pengembangan Energi | Bandng Penelitian dan Pengembangan Energi | Bandng | Penelitian dan
dan Sumberdaya Pengembangan Energi dan Sumberdaya Pengembangan Energi
Mineral dan Sumber daya Mineral Mineral dan Sumber daya
Mineral
Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Dok 116.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Dok 200.000.000
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Lingkungan Hidup Pengembangan Lingkungan Hidup Pengembangan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

oo Catatan
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et SEERIFCH S Uraian Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Kebutuhan Penting
Capaian (Rp) Capaian Dana (Rp)
Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Dok 116.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Kehutanan Pengembangan Kehutanan Pengembangan
Kehutanan Kehutanan
Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Dok 116.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Pekerjaan Umum Pengembangan Pekerjaan Pekerjaan Umum Pengembangan
Umum Pekerjaan Umum
Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1 | Dok 116.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah dokumen hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Perhubungan Pengembangan Perhubungan Pengembangan
Perhubungan Perhubungan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 157.095.600 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Perumahan dan Pengembangan Perumahan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman Perumahan dan
Permukiman Kawasan Permukiman
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Penataan Ruang dan Pengembangan Penataan Penataan Ruang dan Pengembangan
Pertanahan Ruang dan Pertanahan Pertanahan Penataan Ruang dan
Pertanahan
Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 143.770.000 | Penelitian dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 | Dok 0
Pengembangan Bandng Penelitian dan Pengembangan Bandng | Penelitian dan
Komunikasi dan Pengembangan Komunikasi dan Pengembangan
Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan
Informatika Informatika
Pengembangan Kab. Persentase ketersediaan 100 | % 888.642.940 | Pengembangan Kab. Persentase 100 | % 1.500.000.000
Inovasi dan Bandng dokumen Inovasi dan Bandng | ketersediaan
Teknologi pengembangan inovasi Teknologi dokumen
dan teknologi pengembangan
inovasi dan teknologi
Penelitian, Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 292.000.000 | Penelitian, Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 950.000.000
Pengembangan, dan Bandng Penelitian, Pengembangan, dan Bandng | Penelitian,
Perekayasaan di Pengembangan, dan Perekayasaan di Pengembangan, dan
Bidang Teknologi dan Perekayasaan di Bidang Bidang Teknologi dan Perekayasaan di
Inovasi Teknologi dan Inovasi Inovasi Bidang Teknologi dan
Inovasi




Renja BAPPERIDA Tahun 2025

59

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

i Catatan
q q q et Target Pagu Indikatif q q q el Target Kebutuhan .
Uraian Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana (Rp) Penting

Diseminasi Jenis, Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 | Lapor 219.613.300 | Diseminasi Jenis, Kab. Jumlah Laporan Hasil 0 | Lapor 0
Prosedur dan Metode Bandng Pelaksanaan Diseminasi an Prosedur dan Metode Bandng | Pelaksanaan an
Penyelenggaraan Jenis, Prosedur dan Penyelenggaraan Diseminasi Jenis,
Pemerintahan Daerah Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prosedur dan Metode
yang Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Penyelenggaraan

yang Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah

yang Bersifat Inovatif

Sosialisasi dan Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 | Lapor 217.700.000 | Sosialisasi dan Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 | Lapor 550.000.000
Diseminasi Hasil- Bandng Penyelenggaraan an Diseminasi Hasil- Bandng | Penyelenggaraan an
Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan

Diseminasi Hasil-Hasil Diseminasi Hasil-Hasil

Kelitbangan Kelitbangan
Fasilitasi Hak Kab. Jumlah Laporan 1 | Lapor 159.329.640 | Fasilitasi Hak Kab. Jumlah Laporan 0 | Lapor 0
Kekayaan Intelektual Bandng Pelaksanaan Fasilitasi an Kekayaan Intelektual Bandng | Pelaksanaan Fasilitasi an

Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan

Intelektual
Jumlah 2 10.080.596.000 Jumlah 2 10.079.596.000
Jumlah Total 32.179.408.048 Jumlah Total 33.490.971.422
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun
2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam
dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan
pelaksaaan tahun keempat dari RPJMD periode 2021-2026.
Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu
menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan
berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi
kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung dituntut untuk siap dan
sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik,
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.
Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2025, telah
dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) secara berjenjang pada Tahun 2024, yaitu melalui
Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat
Daerah, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil
pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring
berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku
kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat
Daerah Teknis. Namun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung juga
memiliki tanggung  jawab dalam mengkoordinasikan
pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan
pada Perangkat Daerah terkait.
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Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan
program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil
pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Bandung. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau
harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang
direncanakan.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam RPJP Nasional disebutkan bahwa pentahapan
pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara teratur
dan konsisten untuk mencapai Visi Indoneia Emas 2045. Tahun

2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNN) Tahun

2025-2029. Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun

2025-2029 adalah Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara

Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang tercermin

dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu: pendapatan per kapita setara

negara maju; kemiskinan menuju O (nol) persen dan ketimpangan
berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta
intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net

Zero Emission. Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama

pembangunan dengan tema “Penguatan Fondasi Transformasi”

yang terdiri dari lima agenda pembangunan diantaranya yaitu:
transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata
kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan

Indonesia; serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Masing-

masing agenda pembangunan terdiri dari beberapa sasaran

pembangunan diantaranya sebagai berikut:

a. Transformasi Sosial: a) Kesehatan untuk semua; b)
Pendidikan berkualitas yang merata; c) Perlindungan sosial
yang adaptif.

b. Transformasi Ekonomi: a) Iptek inovasi dan produktivitas
ekonomi; b) Penerapan ekonomi hijau; c) Transformasi digital;
d) Integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global; e)
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

c. Transformasi Tata Kelola: a) Regulasi dan tata kelola yang
berintegritas dan adaptif.

d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan
demokrasi subsransial; b) Stabilitas ekonomi makro; c)
Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar
kawasan.

e. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi; a) Beragama
maslahat dan berkebudayaan maju; b) Keluarga berkualitas,
kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; c¢) Lingkungan
hidup berkualitas; c¢) Berketahanan energi, air, dan
kemandirian pangan; d) Resiliensi terhadap bencana dan
perubahan iklim.
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Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk
meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia,
Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat
Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi
yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045,
serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025,
ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi.

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis
Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri.

f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan FEkonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan.

g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil
dan Makmur.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, juga
memperhatikan dan mempertimbangkan tema Pembangunan
Provinsi Jawa Barat yang tercantum pada RPD Jawa Barat Tahun
2025, yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung
Masyarakat Jawa Barat”. Tujuan dan sasaran pembangunan
Jawa Barat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tuyjuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

a. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
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b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

c. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;

d. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;

e. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

2. Tuyjuan 2: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan
a. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan

Perdagangan,;

b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;

c. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan
akomodasi makan dan minum;

d. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang
disertai dengan meningkatnya daya saing dan
penempatan tenaga kerja.

3. Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah
yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan
yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

a. Meningkatknya konektivitas antarwilayah dan pelayanan
infrastruktur;

b. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;

c. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;

d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

e. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan
menurunnya risiko bencana;

f. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah

perdesaan
4. Tujuan 4: Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang
berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan
sasaran:

a. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas

lembaga demokrasi;

b. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah;

c. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam

pembangunan.

Sebagaimana terhadap prioritas Pembangunan Nasional,
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung juga memiliki kewajiban untuk
merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah agar
dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan prioritas
Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Visi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 adalah
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit,
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Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”. Visi tersebut jiga
dirumuskan sejalan dengan visi nasional dan Jawa Barat dengan
tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional dan Provinsi Jawa Barat. Penjabaran makna yang
terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bangkit: memberdayakan masyarakat Kabupaten Bandung
menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap
melalui program pembangunan yang dirancang secara
sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.
Edukatif: kondisi masyarakat dan aparatur memiliki
motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau "Bedas" di
segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung, menuju
Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui optimalisasi
aspek pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dinamis: terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik
maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang
memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang
berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan
keseimbangan alam

Agamis: kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa
berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas
keagamaan.

Sejahtera: kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan,
papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja
yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan
penghasilan memadai.

Visi Kabupaten Bandung diturunkan ke dalam 5 (lima) misi

sebagai berikut:

a.
b.

Membangkitkan daya saing daerah;

Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan merata;

Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi
masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai
kearifan lokal dan berwawasan lingkungan;

Mengoptimalkan tata kelola pemerintah melalui birokrasi yang
profesional dan tata kehidupan masyarakat yang
berlandaskan nilai-nilai keagamaan; dan

. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip

keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat
lemah.

66



Renja BAPPERIDA Tahun 2025 | 67

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali
ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional
yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPERIDA
2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
3) Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara
pelayanan publik

2) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

3) Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi
yang diimplementasikan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan
dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan
pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung Tahun 2021 - 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA TAHUN 2025

INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN TUJUAN / T!;l;;i;: T
SASARAN

1 Meningkatnya Nilai AKIP 83.55
kapasitas dan Bapperida Point
kapabilitas i
internal Mem’ngka‘Fnya.
Bappeda kualitas kinerja | ny)oi axuntabilitas | 83.55

aparatur dan
penyelenggara
pelayanan publik

kinerja Bapperida Point

Persentase BMD 98,72%
dalam kondisi
baik
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NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
TUJUAN /
SASARAN

TARGET
2025

Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah

Indeks
perencanaan
pembangunan
daerah

83.07 %

Meningkatnya
kinerja
perencanaan
pembangunan
daerah

Persentase
keselarasan
perencanaan dan
penganggaran

97.80 %

Persentase
terpenuhinya
aspek proses,
kualitas, dan
pencapaian dalam
dokumen
perencanaan

83.07 %

Meningkatnya
kualitas
penelitian dan
pengembangan
daerah

Persentase
pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan

60 %

Meningkatnya
hasil penelitian,
pengembangan
dan inovasi yang
diimplementasikan

Presentase hasil
penelitian,
pengembangan
dan inovasi yang
dimplementasikan

60 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan dari kegiatan secara
sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun 2025
terdiri dari 4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan, dan
79 (tujuh puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp. 33.490.971.422,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus
sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat
ratus dua puluh dua rupiah) sumber pendanaan berasal dari
APBD Kabupaten Bandung. Berikut adalah rangkaian program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai
perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung, yaitu:
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a. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dengan total
anggaran sebesar Rp. 23.411.375.422,- terdiri dari 8 kegiatan
dan 39 sub kegiatan:

1.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

» Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

» Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

» Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

» Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

= Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

» Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

= Penyelenggaraan Walidata Pendukung  Statistik
Sektoral Daerah

» Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah

. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

= Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi
keuangan SKPD

» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

= Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

= Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

» Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

» Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

* Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
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* Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

* Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian

* Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

* Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

» Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

» Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

* Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

* Penyediaan Bahan Logistik Kantor

* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

» Fasilitasi Kunjungan Tamu

* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

= Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

» Pengadaan Mebel

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

*» Penyediaan Jasa Surat Menyurat

» Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

» Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

» Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

» Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

» Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

» Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah
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Program ini dilaksanakan oleh bidang PPEPD dengan total
anggaran sebesar Rp. 3.405.096.000,- terdiri dari 4 kegiatan
dan 12 sub kegiatan:

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

= Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu
Strategis Pembangunan Daerah

» Koordinasi Penelaahan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan
Lainnya

» Pelaksanaan Konsultasi Publik

» Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

» Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

» Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

= Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

* Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan SKPD

* Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

= Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

= Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

» Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Program  Koordinasi dan  Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu: Bidang PPMP,
Bidang PSDA, dan Bidang Infraswil dengan total anggaran
sebesar Rp. 3.674.500.000,- terdiri dari 3 kegiatan dan 18 sub
kegiatan:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia
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Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian
dan SDA (Sumber Daya Alam)
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA

. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
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» Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah

* Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

= Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

» Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh bidang RIDA dengan total

anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- terdiri dari 4 kegiatan

dan 9 sub kegiatan:

1. Kegiatan  Penelitian dan  Pengembangan  Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

* Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
= Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek

Sosial

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
dan Pembangunan
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
= Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

= Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan
Perdagangan

= Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan
dan Pangan

= Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya
Mineral

= Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
= Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang

Teknologi dan Inovasi
= Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Untuk lebih lengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:
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TABEL 3.2 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN BANDUNG

74

Indikator Kinerja Program

Anggaran

LRl S Raas (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Renia 2025 Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
Kinerja J Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 01 | 00 | OO 00 PROGRAM PENUNJANG - Nilai AKIP - 83,55 | Point 23.411.375.422 | - 83,60 | Point 16.098.812.048 | Bapperida
URUSAN PEMERINTAHAN - Persentase BMD dalam kondisi -98,72 | % -98,74 | %
DAERAH KABUPATEN/KOTA baik
01 | 01 2 01 00 Perencanaan, Penganggaran, Persentase Dokumen 100 | % 329.500.000 100 | % 227.500.000 | Bapperida
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran dan
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
yang disusun sesuai ketentuan
dan tepat waktu
01 | 01 2 01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 | Dok 125.000.000 2 | Dok 90.000.000 | Bapperida
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
01 | 01 2 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 | Dok 5.000.000 2 | Dok 10.000.000 | Bapperida
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
01 | 01 2 01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 2 | Dok 5.000.000 2 | Dok 10.000.000 | Bapperida
Dokumen Perubahan RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
01 | 01 2 01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 | Dok 5.000.000 2 | Dok 10.000.000 | Bapperida
SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
01 | 01 2 01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 2 | Dok 5.000.000 2 | Dok 10.000.000 | Bapperida
Perubahan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
01 | 01 2 01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 2 | Lapor 26.000.000 2 | Lapora 40.000.000 | Bapperida
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD an n
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
01 | 01 2 01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 | Lapor 88.500.000 1 | Lapora 47.500.000 | Bapperida
Daerah Perangkat Daerah an n
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Anggaran
Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program . . . .
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Renja 2025 Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 01 01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Jumlah Dokumen Hasil 1 | Doku 35.000.000 1 | Dokum 5.000.000 | Bapperida
Pendukung Statistik Sektoral Penyelenggaraan Walidata men en
Daerah Pendukung Statistik Sektoral
Daerah
01 | 01 01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Jumlah Data Statistik Sektoral 3 | Data 35.000.000 3 | Data 5.000.000 | Bapperida
Statistik Sektoral Daerah Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah
01 | 01 02 00 Administrasi Keuangan Persentase Dokumen pelaksanaan 100 | % 14.469.177.422 100 | % 13.103.614.048 | Bapperida
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan yang tepat
waktu
01 | 01 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang menerima Gaji 51 | Orang 14.349.177.422 51 | Orang/ 13.037.614.048 | Bapperida
ASN dan Tunjangan ASN /Bula Bulan
n
01 | 01 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 | Dok 10.000.000 12 | Dok 11.000.000 | Bapperida
Pengujian/verifikasi keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD
01 | 01 02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 | Lapor 50.000.000 2 | Lapora 20.000.000 | Bapperida
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil an n
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
01 | 01 02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 2 | Dok 5.000.000 2 | Dok 10.000.000 | Bapperida
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
01 | 01 02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 12 | Lapor 50.000.000 12 | Lapora 15.000.000 | Bapperida
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran an n
Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD dan Laporan Koordinasi
n SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
01 | 01 02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 | Dok 5.000.000 1 | Dok 10.000.000 | Bapperida
Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran
01 | 01 03 00 Administrasi Barang Milik Persentase pemenuhan Dokumen 100 | % 10.000.000 100 | % 20.000.000 | Bapperida
Daerah pada Perangkat Daerah Administasi BMD sesuai
ketentuan
01 | 01 03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 | Doku 5.000.000 1 | Dokum 10.000.000 | Bapperida
Kebutuhan Barang Milik Daerah Milik Daerah SKPD men en
SKPD
01 | 01 03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 | Lapor 5.000.000 1 | Lapora 10.000.000 | Bapperida
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik an n
pada SKPD Daerah pada SKPD




Renja BAPPERIDA Tahun 2025

Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 01 2 05 00 Administrasi Kepegawaian Persentase Dokumen pelaksanaan 100 | % 391.500.000 100 | % 135.000.000 | Bapperida
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian yang
tepat waktu
01 | 01 2 05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 | Paket 31.500.000 1 | Paket 20.000.000 | Bapperida
Beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan
01 | 01 2 05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 | Doku 10.000.000 1 | Dokum 10.000.000 | Bapperida
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi men en
Kepegawaian
01 | 01 2 05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 | Doku 10.000.000 1 | Dokum 10.000.000 | Bapperida
Sistem Informasi Kepegawaian dan Pelaksanaaan Sistem Informasi men en
Kepegawaian
01 | 01 2 05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, 1 | Doku 40.000.000 1 | Dokum 10.000.000 | Bapperida
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja men en
Pegawai
01 | 01 2 05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 10 | Orang 300.000.000 10 | Orang 85.000.000 | Bapperida
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
01 | 01 2 06 00 Administrasi Umum Perangkat Persentase Dokumen pemenuhan 100 | % 2.554.198.000 100 | % 384.000.000 | Bapperida
Daerah Pelayanan Administrasi Umum
Kantor
01 | 01 2 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 | Paket 50.000.000 1 | Paket 20.000.000 | Bapperida
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Kantor yang Disediakan
01 | 01 2 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 | Paket 1.996.400.000 1 | Paket 100.000.000 | Bapperida
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
01 | 01 2 06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 | Paket 20.000.000 1 | Paket 10.000.000 | Bapperida
Tangga Tangga yang Disediakan
01 | 01 2 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket bahan Logistik yang 1 | Paket 100.000.000 1 | Paket 50.000.000 | Bapperida
Kantor Disediakan
01 | 01 2 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 | Paket 29.198.000 1 | Paket 30.000.000 | Bapperida
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
01 | 01 2 06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 | Dok 35.000.000 1 | Dok 24.000.000 | Bapperida
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
01 | 01 2 06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 | Lapor 73.600.000 12 | Lapora 50.000.000 | Bapperida
Kunjungan Tamu an n
01 | 01 2 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 | Lapor 250.000.000 12 | Lapora 100.000.000 | Bapperida
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi an n
SKPD
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Anggaran
Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program . . . .
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Renja 2025 Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 01 2 | 07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah | Persentase Dokumen Pelayanan 100 | % 1.632.000.000 100 | % 100.000.000 | Bapperida
Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
01 | 01 2 07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 0 | Unit 0 1 | Unit 30.000.000 | Bapperida
Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang Disediakan
01 | 01 2 07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 | Unit 732.000.000 0 | Unit - | Bapperida
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
01 | 01 2 07 | 0005 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 1 | Paket 900.000.000 1 | Paket 50.000.000 | Bapperida
Disediakan
01 | 01 2 07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 | Unit - 1 | Unit 10.000.000 | Bapperida
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
01 | 01 2 07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 | Unit - 1 | Unit 10.000.000 | Bapperida
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
01 | 01 2 08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase laporan penyediaan 100 | % 2.575.000.000 100 | % 1.693.698.000 | Bapperida
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01 | 01 2 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 | Lapor 5.000.000 12 | Lapora 20.000.000 | Bapperida
Surat Menyurat an n
01 | 01 2 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 | Lapor 305.000.000 12 | Lapora 201.944.000 | Bapperida
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan an n
Listrik yang Disediakan
01 | 01 2 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 | Lapor 2.265.000.000 12 | Lapora 1.471.754.000 | Bapperida
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang an n
Disediakan
01 | 01 2 09 00 Pemeliharaan Barang Milik Persentase BMD dalam kondisi 100 | % 1.450.000.000 100 | % 435.000.000 | Bapperida
Daerah Penunjang Urusan baik
Pemerintahan Daerah
01 | 01 2 09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 24 | Unit 100.000.000 24 | Unit 145.000.000 | Bapperida
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
01 | 01 2 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 20 | Unit 150.000.000 20 | Unit 50.000.000 | Bapperida
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 01 09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 | Unit 900.000.000 1 | Unit 100.000.000 | Bapperida
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
01 | 01 09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 0 | Unit 0 1 | Unit 20.000.000 | Bapperida
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
01 | 01 09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 | Unit 300.000.000 1 | Unit 120.000.000 | Bapperida
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah 1 23.411.375.422 16.098.812.048 | Bapperida
01 | 02 PROGRAM PERENCANAAN, Capaian nilai PPD 90,9 | % 3.405.096.000 92 | % 2.828.130.200 | Bapperida
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
01 | 02 01 Penyusunan Perencanaan dan - Persentase dokumen 100 | % 2.066.513.600 100 | % 1.526.231.000 | Bapperida
Pendanaan perencanaan pembangunan daerah
yang ditetapkan
- Persentase berita acara yang 100 | % 100 | %
disahkan
01 | 02 01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Rancangan Awal 2 | Dok 405.864.400 1 | Dok 273.314.000 | Bapperida
Permasalahan, dan Isu Strategis RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan
Pembangunan Daerah Jika RPJMD Maka Rancangan
Teknokratik)
01 | 02 01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen | Jumlah Telaahan Dokumen 3 | Dok 103.027.400 3 | Dok 114.343.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah dengan Dokumen Daerah
Kebijakan Lainnya
01 | 02 01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi 2 | Berita 313.404.000 1 | Berita 250.000.000 | Bapperida
Publik Acara Acara
01 | 02 01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara Forum 1 | Berita 207.728.200 1 | Berita 200.000.000 | Bapperida
SKPD/Lintas SKPD Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Acara Acara
Daerah
01 | 02 01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang 2 | Berita 597.879.800 1 | Berita 420.657.000 | Bapperida
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Acara Acara
01 | 02 01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 | Dok 438.609.800 2 | Dok 267.917.000 | Bapperida
Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD)
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Anggaran
Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program . . . .
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Renja 2025 Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 02 02 Analisis Data dan Informasi Persentase masukan 100 | % 609.553.000 100 | % 609.553.000 | Bapperida
Pemerintahan Daerah Bidang (rekomendasi) hasil analisis data
Perencanaan Pembangunan yang dilaksanaan di perencanaan
Daerah pembangunan daerah
01 | 02 02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Analisis 3 | Dok 146.200.000 3 | Dok 146.200.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Data untuk Penyusunan Kebijakan
Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Semua Perencanaan Pembangunan
Daerah)
01 | 02 02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan - Jumlah Orang yang Dibina dalam 68 | Orang 333.582.000 68 | Orang 333.582.000 | Bapperida
Data dan Informasi Perencanaan Pemanfaatan Data dan Informasi
Pembangunan SKPD - Jumlah (Updating) Aplikasi 1 | Aplik 1 | Aplikas
Perencanaan, Pembangunan dan asi i
Evaluasi
01 | 02 02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan | Jumlah Buku Profil Pembangunan 1 | Buku 129.771.000 1 | Buku 129.771.000 | Bapperida
Daerah Kabupaten/Kota Daerah yang Diterbitkan
01 | 02 03 Pengendalian, Evaluasi dan Persentase Perangkat Daerah yang 95,8 | % 96 | % 514.200.000 | Bapperida
Pelaporan Bidang Perencanaan memiliki Realisasi Kinerja Baik 581.200.000
Pembangunan Daerah dan Sangat Baik
01 | 02 03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 1 | Lapor 231.200.000 1 | Lapora 231.200.000 | Bapperida
Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan an n
Pembangunan Daerah di Pembangunan
Kabupaten/Kota
01 | 02 03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 2 | Lapor 350.000.000 2 | Lapora 283.000.000 | Bapperida
Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Pembangunan Daerah an n
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
01 | 02 04 Implementasi Sistem Informasi | Persentase ketersediaan dokumen 100 | % 147.829.400 100 | % 178.146.200 | Bapperida
Pemerintahan Daerah di Bidang | SIPD
Pembangunan Daerah
01 | 02 04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Jumlah dokumen hasil pembinaan 1 | Doku 147.829.400 1 | Dokum 178.146.200 | Bapperida
Pemerintahan Daerah di Bidang sistem informasi pemerintah daerah men en
Pembangunan Daerah di bidang pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten/ Kota pemerintah kabupaten/kota
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 | 03 PROGRAM KOORDINASI DAN '- Presentase keselarasan muatan 97,8 | % 3.674.500.000 98 | % 2.674.500.000 | Bapperida
SINKRONISASI PERENCANAAN RKPD dengan RPJMD
PEMBANGUNAN DAERAH - Presentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
Renja dengan RKPD
- Presentase muatan RKA dengan 97,8 | % 98 | %
RKPD
01 | 03 01 Koordinasi Perencanaan Bidang 1. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 1.292.500.000 98 | % 892.500.000 | Bapperida
Pemerintahan dan RKPD dengan RPJMD lingkup
Pembangunan Manusia bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
2. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
Renja dengan RKPD lingkup
bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
3. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
RKA dengan RKPD lingkup bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
01 | 03 01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 367.433.300 1 | Dok 200.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
01 | 03 01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 38 | Lapor 72.389.000 38 | Lapora 118.500.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan an n
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Pemerintahan Bidang Pemerintahan
01 | 03 01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Monitoring dan 1 | Lapor 90.244.800 1 | Lapora 97.500.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Dokumen an n
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
01 | 03 01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 561.749.900 1 | Dok 259.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang
Pembangunan Manusia (RPJPD, Dikoordinir Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 03 01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 11 | Lapor 100.465.000 11 | Lapora 122.500.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan an n
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia
01 | 03 01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 11 | Lapor 100.218.000 11 | Lapora 95.000.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi an n
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia
01 | 03 02 Koordinasi Perencanaan Bidang | 1. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 1.171.000.000 98 | % 871.000.000 | Bapperida
Perekonomian dan SDA RKPD dengan RPJMD lingkup
(Sumber Daya Alam) bidang Perekonomian dan SDA
2. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
Renja dengan RKPD lingkup
bidang Perekonomian dan SDA
3. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
RKA dengan RKPD lingkup bidang
Perekonomian dan SDA
01 | 03 02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 184.000.000 1 | Dok 109.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir
Perekonomian (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
01 | 03 02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Lapor 270.459.000 8 | Lapora 195.459.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan an n
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Perekonomian Bidang Perekonomian
01 | 03 02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 8 | Lapor 163.650.000 8 | Lapora 163.650.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi an n
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Perekonomian Bidang Perekonomian
01 | 03 02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 184.000.000 1 | Dok 109.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Pembangunan Daerah Bidang yang Dikoordinir Penyusunannya
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 03 02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Lapor 202.541.000 8 | Lapora 127.541.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan an n
Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA
01 | 03 02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 8 | Lapor 166.350.000 8 | Lapora 166.350.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi an n
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA
01 | 03 03 Koordinasi Perencanaan Bidang | 1. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 1.211.000.000 98 | % 911.000.000 | Bapperida
Infrastruktur dan Kewilayahan RKPD dengan RPJMD lingkup
bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
2. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
Renja dengan RKPD lingkup
bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
3. Persentase keselarasan muatan 97,8 | % 98 | %
RKA dengan RKPD lingkup bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
01 | 03 03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 300.000.000 1 | Dok 200.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
01 | 03 03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Lapor 100.000.000 8 | Lapora 100.000.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan an n
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Infrastruktur Bidang Infrastruktur
01 | 03 03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang 8 | Lapor 262.430.000 8 | Lapora 162.430.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan an n
Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Infrastruktur
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
01 03 2 03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 300.000.000 1 | Dok 200.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan | Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
RKPD) dan RKPD)
01 | 03 2 03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Lapor 123.000.000 8 | Lapora 123.000.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan an n
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Kewilayahan Bidang Kewilayahan
01 | 03 2 03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 8 | Lapor 125.570.000 8 | Lapora 125.570.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi an n
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah
Kewilayahan Bidang Kewilayahan
05 | 02 PROGRAM PENELITIAN DAN -Persentase hasil penelitian dan 60 | % 3.000.000.000 70 | % 4.001.000.000 | Bapperida
PENGEMBANGAN DAERAH pengembangan yang
diimplementasikan
- Persentase hasil inovasi yang 60 | % 70 | %
diimplementasikan
05 | 02 2 01 Penelitian dan Pengembangan Persentase dokumen hasil 100 | % 300.000.000 100 | % 378.000.000 | Bapperida
Bidang Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
Pemerintahan dan Pengkajian bidang penyelenggaraan
Peraturan pemerintahan dan pengkajian
peraturan
05 | 02 2 01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan Jumlah Data Kelitbangan dan 1 | Lapor 300.000.000 1 | Lapora 378.000.000 | Bapperida
dan Peraturan Peraturan yang Terkelola dengan an n
Baik
05 | 02 2 02 Penelitian dan Pengembangan Persentase ketersediaan dokumen 100 | % 450.000.000 100 | % 992.000.000 | Bapperida
Bidang Sosial dan hasil penelitian dan
Kependudukan pengembangan bidang sosial dan
kependudukan
05 | 02 2 02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 1 | Dok 450.000.000 1 | Dok 292.000.000 | Bapperida
Bidang Aspek-Aspek Sosial dan Pengembangan Bidang Aspek-
Aspek Sosial
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
05 | 02 02 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Pemberdayaan Perempuan dan dan Pengembangan Pemberdayaan
Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan
Anak
05 | 02 02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan
05 | 02 02 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Kepemudaan dan Olahraga dan Pengembangan Kepemudaan
dan Olahraga
05 | 02 02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata
05 | 02 02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan
05 | 02 02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Tenaga Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja
05 | 02 02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat
05 | 02 03 Penelitian dan Pengembangan Persentase ketersediaan dokumen 100 | % 750.000.000 100 | % 1.742.357.060 | Bapperida
Bidang Ekonomi dan hasil Penelitian dan
Pembangunan Pengembangan bidang ekonomi
dan pembangunan
05 | 02 03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 1 | Dok 100.000.000 1 | Dok 132.623.000 | Bapperida
Koperasi, Usaha Kecil dan dan Pengembangan Koperasi, Usaha
Menengah Kecil dan Menengah
05 | 02 03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 1 | Dok 150.000.000 1 | Dok 173.149.000 | Bapperida
Perindustrian dan Perdagangan dan Pengembangan Perindustrian
dan Perdagangan
05 | 02 03 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 189.060.860 | Bapperida
Badan Usaha Milik Daerah dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah
05 | 02 03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 1 | Dok 175.000.000 1 | Dok 103.394.000 | Bapperida
Pertanian, Perkebunan dan dan Pengembangan Pertanian,
Pangan Perkebunan dan Pangan
05 | 02 03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen hasil Penelitian 1 | Dok 0 1 | Dok 111.000.000 | Bapperida
Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan
05 | 02 03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 1 | Dok 125.000.000 1 | Dok 168.264.600 | Bapperida
Energi dan Sumber Daya Mineral | dan Pengembangan Energi dan
Sumber daya Mineral
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Anggaran
Kode Rekeni Urai Indikator Kinerja Program . . . .
ode Rekening raian (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Reni Target Capaian Perkiraan Maju Penanggung
. s enja 2025 q 5 q .
Kinerja Kinerja Renja 2026 jawab
05 | 02 2 03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen hasil Penelitian 1 | Dok 200.000.000 1 | Dok 116.000.000 | Bapperida
Lingkungan Hidup dan Pengembangan Lingkungan
Hidup
05 | 02 2 03 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen hasil Penelitian 1 | Dok 0 1 | Dok 116.000.000 | Bapperida
Kehutanan dan Pengembangan Kehutanan
05 | 02 2 03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen hasil Penelitian 1 | Dok 0 1 | Dok 116.000.000 | Bapperida
Pekerjaan Umum dan Pengembangan Pekerjaan
Umum
05 | 02 2 03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 116.000.000 | Bapperida
Perhubungan dan Pengembangan Perhubungan
05 | 02 2 03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 157.095.600 | Bapperida
Perumahan dan Kawasan dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Kawasan Permukiman
05 | 02 2 03 | 0012 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Penataan Ruang dan Pertanahan dan Pengembangan Penataan Ruang
dan Pertanahan
05 | 02 2 03 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 0 | Dok 0 1 | Dok 143.770.000 | Bapperida
Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
05 | 02 2 04 Pengembangan Inovasi dan Persentase ketersediaan dokumen 100 | % 1.500.000.000 100 | % 888.642.940 | Bapperida
Teknologi pengembangan inovasi dan
teknologi
05 | 02 2 04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 1 | Dok 950.000.000 1 | Dok 292.000.000 | Bapperida
Perekayasaan di Bidang Pengembangan, dan Perekayasaan
Teknologi dan Inovasi di Bidang Teknologi dan Inovasi
05 | 02 2 04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 0 | Lapor 0 1 | Lapora 219.613.300 | Bapperida
Metode Penyelenggaraan Diseminasi Jenis, Prosedur dan an n
Pemerintahan Daerah yang Metode Penyelenggaraan
Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif
05 | 02 2 04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- | Jumlah Laporan Hasil 1 | Lapor 550.000.000 1 | Lapora 217.700.000 | Bapperida
Hasil Kelitbangan Penyelenggaraan Sosialisasi dan an n
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
05 | 02 2 04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 | Lapor 0 1 | Lapora 159.329.640 | Bapperida
Intelektual Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual an n
Jumlah 2 10.079.596.000 9.503.630.200 | Bapperida
Jumlah Total 33.490.971.422 25.602.442.248 | Bapperida
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis
dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen,
program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun
kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-
tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia
maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi
sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang t

elah ditargetkan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2025, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Program, 19 (sembilan
belas) Kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan
total anggaran sebesar Rp. 33.490.971.422 - (tiga puluh tiga milyar
empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu
empat ratus dua puluh dua rupiah).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat dengan
total anggaran sebesar Rp. 23.411.375.422,- atau 69,90% dari total
anggaran, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 14.349.177.422,-
dan belanja program sebesar Rp. 6.492.198.000,-. Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 3.405.096.000,- atau 10,17% dari total
anggaran, akan dilaksanakan oleh bidang PPEPD. Program Koordinasi
dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 3.674.500.000,- atau 10,97% dari total
anggaran, akan dilaksanakan oleh 3 bidang: bidang PPMP, bidang
PSDA, dan bidang Infraswil. Program Penelitian dan Pengembangan
Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- atau 8,96% dari
total anggaran, akan dilaksanakan oleh bidang RIDA.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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TABEL 4.1

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Indikator Kinerja Program Anggaran
Kode Rekenin Uraian Outcome) dan Kegiatan i Penanggung
g ( ) g Target Capaian Reni iawab
(Output) Kinerja SRisieRes 8
01|01|00 (00| 00 | PROGRAM PENUNJANG - Nilai AKIP - 83,55 | Point 23.411.375.422 | Bapperida
URUSAN PEMERINTAHAN - Persentase BMD dalam -98,72 | %
DAERAH KABUPATEN/KOTA kondisi baik
01|01 2 |01 | OO0 | Perencanaan, Penganggaran, Persentase Dokumen 100 | % 329.500.000 | Bapperida
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Perencanaan, Penganggaran
Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang disusun sesuai
ketentuan dan tepat waktu
01 | 01| 2 |01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 | Dok 125.000.000 | Bapperida
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
01 | 01| 2 |01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 | Dok 5.000.000 | Bapperida
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
01 | 01| 2 |01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 2 | Dok 5.000.000 | Bapperida
Dokumen Perubahan RKA-SKPD | RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
01 |01 | 2 | O1 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 | Dok 5.000.000 | Bapperida
SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
01 | 01| 2 | 01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 2 | Dok 5.000.000 | Bapperida

Perubahan DPA-SKPD

DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
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Indikator Kinerja Program

Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian .
i awab
(Output) Kinerja SERlageres L
01 |01 | 2 | O1 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 2 | Laporan 26.000.000 | Bapperida
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
01 | 01| 2 | 01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 | Laporan 88.500.000 | Bapperida
Daerah Perangkat Daerah
01 |01| 2 |01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dokumen 35.000.000 | Bapperida
Pendukung Statistik Sektoral Penyelenggaraan Walidata
Daerah Pendukung Statistik Sektoral
Daerah
01 |01 | 2 | 01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data | Jumlah Data Statistik Sektoral 3 | Data 35.000.000 | Bapperida
Statistik Sektoral Daerah Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah
01| 01| 2 |02 | 00 | Administrasi Keuangan Persentase Dokumen 100 | % 14.469.177.422 | Bapperida
Perangkat Daerah pelaksanaan Administrasi
Keuangan yang tepat waktu
01 |01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang menerima 51 | Orang/Bulan 14.349.177.422 | Bapperida
ASN Gaji dan Tunjangan ASN
01 |01 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen 12 | Dok 10.000.000 | Bapperida
Pengujian/verifikasi keuangan Penatausahaan dan
SKPD Pengujian /Verifikasi Keuangan
SKPD
01 | 01| 2 | 02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 | Laporan 50.000.000 | Bapperida

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Indikator Kinerja Program Anggaran
q q q X Penanggung
Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . cawab
(Output) Kinerja SERlageres L
01 | 01| 2 | 02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan 2 | Dok 5.000.000 | Bapperida
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
01 | 01| 2 | 02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 12 | Laporan 50.000.000 | Bapperida
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran
SKPD
01 |01 | 2 | 02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1| Dok 5.000.000 | Bapperida
Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran
01| 01| 2 |03 | 00 | Administrasi Barang Milik Persentase pemenuhan 100 | % 10.000.000 | Bapperida
Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administasi BMD
sesuai ketentuan
01 | 01| 2 | 03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 | Dokumen 5.000.000 | Bapperida
Kebutuhan Barang Milik Daerah | Barang Milik Daerah SKPD
SKPD
01 |01 | 2 | O3 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 | Laporan 5.000.000 | Bapperida
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
01|01| 2 05| 00 | Administrasi Kepegawaian Persentase Dokumen 100 | % 391.500.000 | Bapperida
Perangkat Daerah pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian yang tepat waktu
01 |01 | 2 | 05| 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 | Paket 31.500.000 | Bapperida
Beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan
01 |01 | 2 | 05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 | Dokumen 10.000.000 | Bapperida
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
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Indikator Kinerja Program

Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
01| 01| 2 | 05| 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dokumen 10.000.000 | Bapperida
Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaaan
Sistem Informasi Kepegawaian
01 | 01| 2 | 05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, 1 | Dokumen 40.000.000 | Bapperida
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
01 |01 | 2 | 05| 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 10 | Orang 300.000.000 | Bapperida
Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
01| 01| 2 |06 00 | Administrasi Umum Perangkat | Persentase Dokumen 100 | % 2.554.198.000 | Bapperida
Daerah pemenuhan Pelayanan
Administrasi Umum Kantor
01 |01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1 | Paket 50.000.000 | Bapperida
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
01 | 01| 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 | Paket 1.996.400.000 | Bapperida
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
01 |01 | 2 | 06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 | Paket 20.000.000 | Bapperida
Tangga Tangga yang Disediakan
01 |01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket bahan Logistik 1 | Paket 100.000.000 | Bapperida
Kantor yang Disediakan
01 |01 | 2 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan 1 | Paket 29.198.000 | Bapperida
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
01 | 01 | 2 | 06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 | Dok 35.000.000 | Bapperida
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

90



Renja BAPPERIDA Tahun 2025

Indikator Kinerja Program

Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian .
i awab
(Output) Kinerja SERlageres L
01 | 01| 2 | 06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 | Laporan 73.600.000 | Bapperida
Kunjungan Tamu
01 |01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 | Laporan 250.000.000 | Bapperida
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
01| 01| 2 {07 | 00 |Pengadaan Barang Milik Daerah | Persentase Dokumen Pelayanan 100 | % 1.632.000.000 | Bapperida
Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
01 | 01| 2 | 07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 | Unit 732.000.000 | Bapperida
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
01 | 01| 2 |07 | 0005 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 1 | Paket 900.000.000 | Bapperida
Disediakan
01| 01| 2 |08 | 00 | Penyediaan Jasa Penunjang Persentase laporan penyediaan 100 | % 2.575.000.000 | Bapperida
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01 | 01| 2 | 08| 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 | Laporan 5.000.000 | Bapperida
Surat Menyurat
01 | 01| 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 | Laporan 305.000.000 | Bapperida
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
01 |01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 | Laporan 2.265.000.000 | Bapperida
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
01|01| 2 {09 | 00 | Pemeliharaan Barang Milik Persentase BMD dalam kondisi 100 | % 1.450.000.000 | Bapperida
Daerah Penunjang Urusan baik
Pemerintahan Daerah
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Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian .
i awab
(Output) Kinerja SERlageres L
01 | 01| 2 |09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 24 | Unit 100.000.000 | Bapperida
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
01 | 01| 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 20 | Unit 150.000.000 | Bapperida
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
01 |01 | 2 | 09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 | Unit 900.000.000 | Bapperida
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
01 | 01| 2 |09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 | Unit 300.000.000 | Bapperida
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah 1 23.411.375.422 | Bapperida
01 | 02 PROGRAM PERENCANAAN, Capaian nilai PPD 90,9 | % 3.405.096.000 | Bapperida
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
01 /02| 2 |01 Penyusunan Perencanaan dan - Persentase dokumen 100 | % 2.066.513.600 | Bapperida
Pendanaan perencanaan pembangunan
daerah yang ditetapkan
- Persentase berita acara yang 100 | %
disahkan
01 02| 2 | 01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Rancangan 2 | Dok 405.864.400 | Bapperida
Permasalahan, dan Isu Strategis | Awal RPJMD /RKPD (Sesuai
Pembangunan Daerah Kebutuhan Jika RPJMD Maka
Rancangan Teknokratik)
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Indikator Kinerja Program

Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian .
i awab
(Output) Kinerja SERlageres L
01 |02 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen | Jumlah Telaahan Dokumen 3 | Dok 103.027.400 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Dokumen Daerah Daerah
Kebijakan Lainnya
01 | 02| 2 | 01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi 2 | Berita Acara 313.404.000 | Bapperida
Publik
01 | 02| 2 | 01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara Forum 1 | Berita Acara 207.728.200 | Bapperida
SKPD/Lintas SKPD Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah
01 | 02| 2 | 01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang 2 | Berita Acara 597.879.800 | Bapperida
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
01 | 02| 2 | 01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 | Dok 438.609.800 | Bapperida
Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten /Kota yang Ditetapkan
Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD /RPJMD /RKPD)
01|02 2 |02 Analisis Data dan Informasi Persentase masukan 100 | % 609.553.000 | Bapperida
Pemerintahan Daerah Bidang (rekomendasi) hasil analisis
Perencanaan Pembangunan data yang dilaksanaan di
Daerah perencanaan pembangunan
daerah
01 02| 2 | 02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Analisis 3 | Dok 146.200.000 | Bapperida

Perencanaan Pembangunan
Daerah

Data untuk Penyusunan
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan
Daerah)
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Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian .
i awab
(Output) Kinerja SERlageres L
01 02| 2 | 02| 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan - Jumlah Orang yang Dibina 68 | Orang 333.582.000 | Bapperida
Data dan Informasi Perencanaan | dalam Pemanfaatan Data dan
Pembangunan SKPD Informasi
- Jumlah (Updating) Aplikasi 2 | Aplikasi
Perencanaan, Pembangunan dan
Evaluasi
01 | 02| 2 | 02| 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan | Jumlah Buku Profil 1 | Buku 129.771.000 | Bapperida
Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah yang
Diterbitkan
01|02 2 |03 Pengendalian, Evaluasi dan Persentase Perangkat Daerah 95,8 | % 581.200.000 | Bapperida
Pelaporan Bidang Perencanaan | yang memiliki Realisasi Kinerja
Pembangunan Daerah Baik dan Sangat Baik
01 | 02| 2 | 03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil 1 | Laporan 231.200.000 | Bapperida
Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian Perencanaan dan
Pembangunan Daerah di Pelaksanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota
01 | 02| 2 | 03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 2 | Laporan 350.000.000 | Bapperida
Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
01 /02| 2 |04 Implementasi Sistem Informasi | Persentase ketersediaan 100 | % 147.829.400 | Bapperida
Pemerintahan Daerah di Bidang | dokumen SIPD
Pembangunan Daerah
01 02| 2 | 04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Jumlah dokumen hasil 1 | Dokumen 147.829.400 | Bapperida

Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten/ Kota

pembinaan sistem informasi
pemerintah daerah di bidang
pembangunan daerah pemerintah
kabupaten/kota
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Indikator Kinerja Program

Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
01 | 03 PROGRAM KOORDINASI DAN '- Presentase keselarasan 97,8 | % 3.674.500.000 | Bapperida
SINKRONISASI PERENCANAAN muatan RKPD dengan RPJMD
PEMBANGUNAN DAERAH - Presentase keselarasan 97,8 | %
muatan Renja dengan RKPD
- Presentase muatan RKA 97,8 | %
dengan RKPD
01 | 03 o1 Koordinasi Perencanaan Bidang | 1. Persentase keselarasan 97,8 | % 1.292.500.000 | Bapperida
Pemerintahan dan muatan RKPD dengan RPJMD
Pembangunan Manusia lingkup bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia
2. Persentase keselarasan 97.8 | %
muatan Renja dengan RKPD
lingkup bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia
3. Persentase keselarasan 97.8 | %
muatan RKA dengan RKPD
lingkup bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia
01| 03 01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 367.433.300 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
01| 03 01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 38 | Laporan 72.389.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan

95



Renja BAPPERIDA Tahun 2025
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Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
01 |03 | 2 | 01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Monitoring dan 1 | Laporan 90.244.800 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
01 |03 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 561.749.900 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang
Pembangunan Manusia (RPJPD, Dikoordinir Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
01 |03 | 2 | 01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Asistensi 11 | Laporan 100.465.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
01 |03 | 2 | 01| 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil 11 | Laporan 100.218.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
01 03| 2 |02 Koordinasi Perencanaan Bidang | 1. Persentase keselarasan 97,8 | % 1.171.000.000 | Bapperida
Perekonomian dan SDA muatan RKPD dengan RPJMD
(Sumber Daya Alam) lingkup bidang Perekonomian
dan SDA
2. Persentase keselarasan 97.8 | %
muatan Renja dengan RKPD
lingkup bidang Perekonomian
dan SDA
3. Persentase keselarasan 97.8 | %
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Anggaran

Penanggung

Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
muatan RKA dengan RKPD
lingkup bidang Perekonomian
dan SDA
01 | 03| 2 | 02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 184.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir
Perekonomian (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
01 | 03 | 2 | 02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Laporan 270.459.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
01 | 03| 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil 8 | Laporan 163.650.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
01 | 03| 2 | 02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 184.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
01 | 03| 2 | 02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Laporan 202.541.000 | Bapperida

Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
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Anggaran
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Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
01 |03 | 2 | 02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil 8 | Laporan 166.350.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
01/03| 2 |03 Koordinasi Perencanaan Bidang | 1. Persentase keselarasan 97,8 | % 1.211.000.000 | Bapperida
Infrastruktur dan Kewilayahan | muatan RKPD dengan RPJMD
lingkup bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
2. Persentase keselarasan 97,8 | %
muatan Renja dengan RKPD
lingkup bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
3. Persentase keselarasan 97.8 | %
muatan RKA dengan RKPD
lingkup bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
01 |03 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 300.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
01 | 03 | 2 | 03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Laporan 100.000.000 | Bapperida

Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur

98



Renja BAPPERIDA Tahun 2025

Indikator Kinerja Program

Anggaran
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Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
01 | 03 | 2 | 03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang 8 | Laporan 262.430.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
01 | 03 | 2 | 03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 | Dok 300.000.000 | Bapperida
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan | Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
RKPD) dan RKPD)
01 | 03| 2 | 03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Asistensi 8 | Laporan 123.000.000 | Bapperida
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
01 | 03| 2 | 03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil 8 | Laporan 125.570.000 | Bapperida
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
05 | 02 PROGRAM PENELITIAN DAN -Persentase hasil penelitian dan 60 | % 3.000.000.000 | Bapperida
PENGEMBANGAN DAERAH pengembangan yang
diimplementasikan
- Persentase hasil inovasi yang 60 | %

diimplementasikan
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Anggaran
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Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian . .
(Output) gKinerjI; SERlageres jawab
05|02| 2 |01 Penelitian dan Pengembangan Persentase dokumen hasil 100 | % 300.000.000 | Bapperida
Bidang Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
Pemerintahan dan Pengkajian bidang penyelenggaraan
Peraturan pemerintahan dan pengkajian
peraturan
05|02 | 2 | 01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan Jumlah Data Kelitbangan dan 1 | Laporan 300.000.000 | Bapperida
dan Peraturan Peraturan yang Terkelola dengan
Baik
05|02 2 |02 Penelitian dan Pengembangan Persentase ketersediaan 100 | % 450.000.000 | Bapperida
Bidang Sosial dan dokumen hasil penelitian dan
Kependudukan pengembangan bidang sosial
dan kependudukan
05|02 | 2 | 02| 0001 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 450.000.000 | Bapperida
Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan
Bidang Aspek-Aspek Sosial
05|02 2 |03 Penelitian dan Pengembangan Persentase ketersediaan 100 | % 750.000.000 | Bapperida
Bidang Ekonomi dan dokumen hasil Penelitian dan
Pembangunan Pengembangan bidang ekonomi
dan pembangunan
05|02 | 2 | 03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 100.000.000 | Bapperida
Koperasi, Usaha Kecil dan Penelitian dan Pengembangan
Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
05|02 | 2 | 03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 150.000.000 | Bapperida
Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan
Perindustrian dan Perdagangan
05|02 | 2 | 03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 175.000.000 | Bapperida
Pertanian, Perkebunan dan Penelitian dan Pengembangan
Pangan Pertanian, Perkebunan dan
Pangan
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Kode Rekening Uraian (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian .
i awab
(Output) Kinerja SERlageres L=
05|02 | 2 | 03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 125.000.000 | Bapperida
Energi dan Sumber Daya Mineral | Penelitian dan Pengembangan
Energi dan Sumber daya Mineral
05|02 | 2 | 03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen hasil Penelitian 1 | Dok 200.000.000 | Bapperida
Lingkungan Hidup dan Pengembangan Lingkungan
Hidup
05|02 2 |04 Pengembangan Inovasi dan Persentase ketersediaan 100 | % 1.500.000.000 | Bapperida
Teknologi dokumen pengembangan
inovasi dan teknologi
05|02 | 2 | 04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Hasil 1 | Dok 950.000.000 | Bapperida
Perekayasaan di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan
Teknologi dan Inovasi Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
05|02 | 2 | 04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- | Jumlah Laporan Hasil 1 | Laporan 550.000.000 | Bapperida
Hasil Kelitbangan Penyelenggaraan Sosialisasi dan
Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan
Jumlah 2 10.079.596.000 | Bapperida
Jumlah Total 33.490.971.422 | Bapperida
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5.1

5.2

Renja BAPPERIDA Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun
2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan
daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja
(Renja) juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis
tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih
memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
jangka pendek.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan,
memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan
dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah
dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh
kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan
yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya
manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin,
bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan
kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

(Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk

meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan

profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam
pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung
Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan
terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat
dan Bidang.

b. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu
terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai
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pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka
mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap
hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna,
sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan
dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum
sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan
kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis,
seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna
menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan
yang berlaku.

d. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung
Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan
Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun
yang bersumber dari APBN.

e. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, di dalam proses
penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani
dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi,
RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD
Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah).

f. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung
Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan
perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan
merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh
masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat
diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat
harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan
maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan
kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut,
dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi
masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi
sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta
merupakan prasyarat demokrasi dalam proses pengambilan



Renja BAPPERIDA Tahun 2025

keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat

yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan
membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya,
maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a.

b.

Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam
kegiatan pembangunan.

Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan
untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin
komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui
pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan
lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur
perencana.

Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas
masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya
suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah
pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa
berimbang.

Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh
karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian
insentif berdasarkan beban kerja.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di
dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah,
agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya
guna dan berhasil guna.

Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses
perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi
akan lebih terwujud.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat
waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang
berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu
pada jadwal yang telah ditetapkan.
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